


'PEMERINTAH PROVINSI SULAWES

DINAS KETAHANAN PANGAN

JI. Pertanian No. 5 Kendan (83111) Telp/Fax. (0401) 3128198

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 00.8.3.3/244/11/2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS KETAHANAN PANGANPROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja
pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar
operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintahan Daerah;

bahwa untuk mendorong terciptanya  birokrasi
pemerintah yang profesional, mampu melayani publik
dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur pemerintah diperlukan sistem pemerintahan
yang efektif dan efisien dalam kaitannya dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Negara;

bahwa agar ada kejelasan, kepastian dan pola tindakan
yang sistematis setiap pelaksanaan kegiatan dari tugas
dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi
Tenggara maka perlu disusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) internal;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, diatas
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Standar
Operasional Prosedur di Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

| Indcmema Homor 6856).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6778);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

digunakan sebagai pedoman setiap pejabat dalam

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

dari:

a. SOP pada bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
sebanyak 4 SOP

b. SOP pada bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
sebanyak 3 SOP

c. SOP pada bidang Konsumsi dan Penganekaragaman
Pangan sebanyak 3 SOP

d. SOP pada bidang Keamanan Pangan sebanyak 6 SOP

e. SOP pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan sebanyak 3 SOP

f. SOP pada Sekretariat sebanyak 11 SOP
Sub Bagian Umum sebanyak 17 SOP

SOP sebagaxmana tercantum dalam dokumen SOP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2| Februari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA




NAMA DAN KODE JUDUL STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. SULTRA

NOMOR |

NAMA SOP

KODE JUDUL SOP

DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. SULTRA

Sekretariat
1 |Penyusunan LAKIP 00.8.3.3/230-DISKETAPANG/11/2024
2 |Penyusunan RKA 00.8.3.3/231-DISKETAPANG/11/2024
3 |Penyusunan LPPD 00.8.3.3/232-DISKETAPANG/11/2024
4 |Penyusunan RENJA 00.8.3.3/233-DISKETAPANG/I1/2024
5 |Penyusunan RENSTRA 00.8.3.3/234-DISKETAPANG/1I/2024
6 |SOP Pengajuan SPP LS Gaji 00.8.3.3/235-DISKETAPANG/11/2024
7 |SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 00.8.3.3/236-DISKETAPANG/I1/2024
8 |SOP Pengajuan SPP UP/TU/GU 00.8.3.3/237-DISKETAPANG/I1/2024
9 |SOP Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa 00.8.3.3/238-DISKETAPANG/I1/2024
10 |SOP Penyusunan Laporan Fungsional Dan Laporan 00.8.3.3/239-DISKETAPANG/1I/2024
Administratif
11 |SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 00.8.3.3/240-DISKETAPANG/11/2024
Laporan Mutasi Aset dan Catatan atas Laporan
Keuangan
Sub Bagian Umum
1 |SOP Pengelolaan Administrasi Surat Masuk 00.8.3.3/241-DISKETAPANG/11/2024
2 |SOP Pengelolaan Administrasi Surat Keluar 00.8.3.3/242-DISKETAPANG/11/2024
3 |SOP Penyelenggaraan Rapat 00.8.3.3/243-DISKETAPANG/I1/2024
4 |SOP Permohonan Cuti 00.8.3.3/244-DISKETAPANG/I1/2024
5 |SOP Penangguhan Cuti 00.8.3.3/245-DISKETAPANG/II/2024
6 |S0OP Permo?l—onan izin 00.8.3.3/246-DISKETAPANG/11/2024
7 |sOP Permohonan Kenaikan Gaji Berkala 00.8.3.3/247-DISKETAPANG/11/2024
8 |SOP Permohonan Kenaikan Golongan 00.8.3.3/248-DISKETAPANG/II/2024
9 |SOP Permohonan Kenaikan Pangkat (Reguler) 00.8.3.3/249-DISKETAPANG/I1/2024
10 |SOP Permohonan Penyesuaian ljazah 00.8.3.3/250-DISKETAPANG/I1/2024
11 |SOP Permohonan Izin Belajar 00.8.3.3/251-DISKETAPANG/I1/2024
12 |SOP Permohonan Ujian Dinas 00.8.3.3/252-DISKETAPANG/Iif2024
13 [SOP Penerimaan Barang/Jasa 00.8.3.3/253-DISKETAPANG/11/2024
14 |SOP Pengeluaran Barang/Jasa 00.8.3.3/254-DISKETAPANG/11/2024
15 |SOP Permohonan Barang/Jasa 00.8.3.3/255-DISKETAPANG/11/2024
16 |SOP Peminjaman Barangf_)asa 00.8.3.3/256-DISKETAPANG/11/2024
17 [SOP Penghapusan Barang/Jasa 00.8.3.3/257-DISKETAPANG/11/2024
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
1 00.8.3.3/266-DISKETAPANG/11/2024
SOP Pelaporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2 |SOP Ketersediaan Pangan 00.8.3.3/267-DISKETAPANG/I1/2024
3 |SOP Penanganan Kerawanan Pangan 00.8.3.3/268-DISKETAPANG/I1/2024
4 |SOP Pelaporan Sistim Peringatan Dini Kerawanan 00.8.3.3/269-DISKETAPANG/I1/2024
Pangan dan Gizi
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
1 |Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan 00.8.3.3/275-DISKETAPANG/11/2024
Murah
2 |Pelaksanaan Pemantauan Stabilitas Harga Pangan 00.8.3.3/276-DISKETAPANG/11/2024
Strategis
3 |Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran 00.8.3.3/277-DISKETAPANG/I1i/2024
Cadangan Pangan







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEKRETARIAT




PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

y——py— T -

Nomor SOP 000.8.3.3/232-DISKETAPANG/11/2024

Tgl Pembuatan 13 FEBRUARI 2024

Tgl Revisi

Tgl Efektif 13 FEBRUARI 2024

Disahkan oleh

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra

(%5 L IARISISMAANTO
\ o\% VKR 1 680226 199303 1 007

N

Nama SOP

1L od —
- \Pepylampan oraf Penyelenggaraan
"? tah Das@RALPPD) DKP Prov. Suitra

Kualifikasi Pelaksana :

|

- |Dasar Hukum

Eh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

+ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

i Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- J4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2007

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD SKPD
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data
dan informasi bahan laporan

Peralatan/Perlengkapan :

- ﬁerkaltan :

SOP alur surat masuk dan surat keluar
. SOP Pencarian data dan informasi
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan

1. Format laporan LPPD

2. Laporan realisasi keuangan

3. Data dan informasi capaian kinerja SKPD
4. Data dan Informasi Asset SKPD

ngatan :

|Pencatatan dan Pendataan :

PD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan
rintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP,
a proses penyusunan laporan tahunan ini tidak akan berjalan lancar.

[Indikator Kinerja Kunci (IKK)




«L g

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pelaksana Mutu Baku
e Sekretaris|JF Perencana Kepala |Kepala |Persyaratan Waktu Output
Aktivitas . . : . Ket
Dinas Ahli Muda Staf Bidang |Dinas Kelengkapan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Memerintahkan penyusunan Laporan Disposisi surat 5 Disposisi surat SOP alur surat
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) D menit masuk dan
— i surat keluar
Membuat format pengumpulan data dan Format 30 |Format
informasi LPPD dari masing-masing bidang dan \l penyusunan menit |penyusunan
sekretariat e LPPD DKP LPPD DKP
Menyampaikan format pengumpulan data dan N Format 15 |Format
informasi LPPD kepada masing-masing bidang penyusunan Menit |penyusunan
dan sekretariat ‘ LPPD DKP LPPD DKP
r Menghimpun format data dan informasi LPPD l Format 30 |Format
yang telah terkumpul penyusunan menit |penyusunan
[ LPPD DKP LPPD DKP
E Menganalisis dan mengevaluasi data dan v Format 1 Draft
informasi LPPD yang telah terkumpul penyusunan hari |LPPD DKP
LPPD DKP
DKP
Membuat konsep leporan Penyelenggaran Draft 1 Dokumen
Pemerintahan Daerah (LPPD) DKP LPPD DKP hari [LPPD DKP
Mengoreksi konsep dokumen laporan V' i Dokumen 1 Dokumen
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) _fngak LPPD DKP jam [LPPD DKP




ampaikan dokumen laporan LPPD kepada Dokumen 10 |Dokumen
ada Kepala Dinas untuk memintakan LPPD DKP menit [LPPD DKP
|Persetujuan
andatanganan dokumen laporan LPPD DKP Dokumen 5 Dokumen
|oleh Kepala Dinas LPPD DKP menit |LPPD DKP
D |[Pembuatan surat pengantar pengiriman Konsep surat 10 |surat pengantar SOP alur surat
2k Iigus penomaoran surat pengantar menit masuk & keluar
enggandaan dokumen LPPD DKP Ej Dokumen 30 |Dokumen SOP pengadaan
LPPD DKP menit (LPPD DKP barang dan jasa
|Pengiriman dokumen LPPD Dokumen 10 |Dokumen SopP
inas Ketahanan Pangan ke Bagian Pemerintahan LPPD DKP menit |LPPD DKP pengarsipan

():




~|Nomor SOP : 000.8.3.3/230-DISKETAPANG/11/2024

Tgl Pembuatan : 13 FEBRUARI 2024
Tgl Revisi ;
Tgl Efektif : 13 FEBRUARI 2024
Disahkan oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Su tra
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Nama SOP
(LAKIP) DKP Prov. Sultra
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang NO. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LAKIP
Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang SKPD
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Peraturan MENPAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi
Pemerintah
Keterkaitan : {Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP alur surat masuk dan surat keluar 1. Renstra Badan Ketahanan Pangan
2. SOP Pencarian data dan informasi 2. Format penyusunan Lakip
3. SOP Penetapan kinerja 3. Dokumen penetapan kinerja
4. SOP Pengadaan barang dan jasa 4. Format pengukuran kinerja
4. SOP Pengarsipan 5. Data dan informasi capaian kinerja SKPD
6. Laporan keuangan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja
dilaksanzkan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan
berjalan dengan lancar




TR

Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas St?kretaris JF Eerencana Kfepala Kepala |Persyaratan Waktu Output Ket
Dinas Ahli Muda Staf Bidang |Dinas Kelengkapan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Memerintahkan penyusunan LAKIP (:) Disposisi surat 5 Disposisi surat SOP alur surat
Dinas Ketahanan Pangan menit masuk dan
; surat keluar
Membuat format pengumpulan data dan | Format 1Jam |Format
informasi Kinerja dari masing-masing bidang / penusunan penusunan
dan sekretariat |j SN | aumn LAKIP DKP LAKIP DKP
Menyampaikan format pengumpulan data dan / Format 30 |Format
informasi kinerja kepada masing-masing Ej penusunan Menit |penusunan
bidang dan sekretariat LAKIP DKP LAKIP DKP
Menghimpun format data dan informasi kinerja Format 1 Format SOP Pencarian
dari masing-masing bidang dan sekretariat penusunan jam |penusunan data dan
| LAKIP DKP LAKIP DKP informasi
Menganalisis dan mengevaluasi data dan v Format 5 Draft LAKIP DKP SOP Penetapan
informasi kinerja yang telah terkumpul : penusunan menit kinerja
T LAKIP DKP
Membuat dokumen LAKIP DKP N Draft LAKIP DKP 1 |[Dokumen SOP Penetapan
’>__._ hari |LAKIP DKP kinerja
Mengoreksi dokumen LAKIP DKP ¥ Dokumen 2 |Dokumen Hasil analisis dan
raak LAKIP DKP jam  |LAKIP DKP evaluasi capaian
kinerja, dan
| realisasi keuangan
Menyampaikan dokumen LAKIP kepada Kepala = =S Dokumen 3 |Dokumen Konsep LAKIP
Dinas untuk memintakan persetujuan LAKIP DKP jam |LAKIP DKP




atanganan dokumen LAKIP DKP
pala Dinas

[Dokumen
|LAKIP DKP

|Disposisi

persetujuan

|dokumen LAKIP

tan surat pengantar pengiriman
S penomoran surat

daan dokumen LAKIP

iman dokumen LAKIP Dinas Ketahanan

ke BIRO ORTALA dan pengarsipan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP 000,8.3.3/233-DISKETAPANG/I1/2024

Tgl Pembuatan 13 FEBRUARI 2024

Tgl Revisi

Tgl Efektif 13 FEBRUAR} 2024

Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
Nama SOP

fDasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

11. Undang-undang NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional

2. PP 08/2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
_ Pelaksaanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan
SKPD

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP alur surat masuk dan surat keluar
2. SOP Pencarian data dan informasi

! . SOP Pengadaan barang dan jasa

#4. SOP Pelaksanaan rapat

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan
2. Format penyussunan Renja

3. ATK

4. Komputer/Laptop

5. SOP Pengarsipan
Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Renja Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra akan dijadikan sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun,

Japabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD
ini tidak akan berjalan lancar

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas ketahanan pangan
Prov. Sultra untuk periode satu tahun




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas S.?kreta ris JF K.epala Kf:pala Persyaratan Waktu Output Ket
Dinas Perencana Staf Bidang |Dinas |Kelengkapan
Ahli Muda
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- |[Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja D Disposisi surat 5 Disposisi surat SOP alur surat
(Renja) DKP : menit masuk dan
P il - surat keluar
Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 1 Jam Format
rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang - penusunan penyusunan
dan sekretariat | I— - l Dokumen Renja Dokumen Renja
|Menyampaikan format pengumpulan data dan Format 15 Draft Renja DKP
informasi rencana kerja tahunan masing-masing S —--é penusunan Menit
bidang dan sekretariat ‘ Dokumen Renja
Mengundang KaDinas dan pejabat eselon llI L Undangan 10 Undangan rapat
DKP untuk rapat pembahasan rencana kerja | I rapat Menit
memo
Melaksanakan rapat pembahasan rencana N \ Draft Renja DKP 2 Draft Renja DKP  [SOP
kerja tahunan | | || | I I I I jam Pelaksanaan
SEai | I I Rapat
Menghimpun format data dan informasi rencana |' Draft Renja DKP 2 Draft Renja DKP  |SOP Pencarian
kerja tahunan dari masing-masing bidang dan D——M jam data dan
sekretariat _—‘ informasi
7 |Menganalisis data dzn informasi Renja yang Draft Renja DKP 1 Draft Renja DKP  [SOP Penetapan
telah terkumpul [——- = hari kinerja
Membuat konsep rencana kerja (Renja) : Draft Renja DKP 1 Hari Draft Renja DKP  |SOP Penetapan
— kinerja
b1
Mengoreksi konsep dokumen rencana kerja O Tidak ] Draft Renja DKP 1 Dokumen Renja
(Renja) o
L) jam _ [oke




ampaikan Dokumen rencana kerja tahunan Dokumen 10 Dokumen Renja
a kaDinas untuk memintakan persetujuan Renja DKP menit DKP
andatanganan dokumen rencana kerja tahunan V¥ |Dokumen 5 Disposisi
oleh kepala Dinas r—| ' Renja DKP menit persetujuan Renja
buatan surat pengantar pengiriman sekaligus Konsep surat 10 Surat pengantar |SOP alur surat
omoran surat pengantar menit masuk dan
keluar
ndaan dokumen rencana kerja (Renja) Dokumen Renja 30 Dokumen Renja [SOP pengadaan
DKP menit DKP barang dan
j jasa
IPengiriman dokumen rencana kerja (Renja) Dokumen Renja 10 Dokumen Renja |SOP pengadaan
an DKP ke Bappeda dan pengarsipan DKP Menit DKP pengarsipan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

|Nomor sOP : 000.8.3.3/234-DISKETAPANG/I1/2024

Tgl Pembuatan 13 FEBRUARI 2024

Tgl Revisi :
Tgl Efektif : 13 FEBRUARI 2024
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
| -~ | &
; — iIr/ARI SISMAANTO
@ gﬂm 19680226 199303 1007
Nama SOP N

ncena Strategis (Renstra)
X

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undarg-undang NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah TA. 2014

3. Undarg-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerinyah Pusat dan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan daerah

1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) SKPD

2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan
program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP SOP Pelaksanaan rapat

2. SOP Alur surat masuk dan surat keluar
3. SOP Pencarian data dan informasi

4. SOP Pengadaan barang dan jasa

5. SOP Pengarsipan

1. Dokumen RFIJMD
2. ATK
3. Komputer/laptop

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Renja Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulira akan dijadikan sebagai pedornan
dan acuzn dalam pelaksznaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode

5 (lima) tahun kedepan , apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusuian Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar

Rumusan program, kegiatan dan target Dinas ketahanan pangan
Prov. Sultra untuk periode 5 (lima) tahun kedepan




i)

]

a Sekretaris|JF Perencana Kepala
' ' Dinas '#Ahli Muda Staf  |Bidang

2 3 - 5 &
penyusunan Rencana Strategis

mbuat format pengumpulan data dan informasi
_ a lima tahunan kepada masing-masing bidang

penusunan
Dokumen

l Renstra SKPD
paikan format pengumpulan data dan - Format 15
masi renstra lima tahunan masing-masing penusunan Menit
Dokumen
lang dan sekretariat Renstra SKPD
undang Ka Dinas dan pejabat eselon Il \ Undangan 10
untuk rapat pembahasan renstra lima Ej rapat Menit
e
lelaksanakan rapat pembahasan rencana strategi \J W : | e Draft Renstra 2
a tahunan | | 11 | | | | I SKPD jam
ghimpun format data dan informasi renstra ; Draft Renstra 2
tahunan darl masing-masing bidang dan I I SKPD jam
evari, t
nganalisis data dan informasi Renstra yang Draft Renstra 1
telah terkumpul [ I ] SKPD hari
Y konsep rencanas trategl (Restra) Draft Renstra 1 Hari
a tahunan DKP J Iﬁ\—] SKPD
oreksi konsep dokumen rencana strategi \ Tnk Draf Renstra %
) lima tahunan DKP T B, SKPD Jam




m oy ey e ——) "
1 il . S 1

Dokumen Lokun
Rentra SKPD ‘menit |DKP
' |Dokumen 5  |Disposisi
1 I Rentra SKPD menit |persetujuan
Renstra !
Konsep surat 10|Surat pengantar  |[SOP
pengantar menit
Dokumen 30|Dokumen Rentra  |SOP pengadaan |

renstra SKPD menit [DKP

Dokumen 10 |Dokumen Renstra |SOP pengadaan
laporan Menit |DKP -
tahunan DKP

Otk




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

[Nomor soP : 000.8.3.3/231-DISKETAPANG/11/2024

Tgl Pembuatan : 13 FEBRUARI 2024

Tgl Revisi :

Tgl Efektif : 13 FEBRUARI 2024

|Disahkan oleh . Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra

Nama SOP

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah TA. 2014

1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusunan
Rencana Kerja Anggaran SKPD

2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan
program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun
anggaran

'Keterkaltan A

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP pelaksanaan rapat

2. SOP alur surat masuk dan keluar
3, SOP pencarian data dan informasi
4. SOP penetapan kinerja

5. SOP pengadaan barang dan jasa

1. Dokumen Renstra

2. Program, kegiatan dan anggaran
3. ATK

4, Komputer/laptop

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

RKA Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra akan dijadikan sebagai dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan
SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai
SOP, maka proses penyusunan RKA SKPD ini tidak dapat berjalan lancar

Rumusan program, kegiatan dan anggaran untuk
periode satu tahun




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas S?kreta ris|Kepala . Kf:pala K?pala Persyaratan Waktu Output Ket
Dinas Sub Bagian Staf Bidang |Dinas Kelengkapan
Perencanaan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja Disposisi surat 30 |Disposisi surat SOP alur surat
Anggaran (RKA) DKP D menit masuk dan

i surat keluar
Membuat format pengumpulan data dan informasi Format 30 |Format
rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang W/ penusunan menit |penyusunan
dan sekretariat | I — RKA DKP RKA DKP
Menyampaikan format pengumpulan data dan \/ Format 15 |Draft usulan RKA
informasi rencana kerja anggaran (RKA) kepada i I penusunan Menit |dari masing-masing
masing-masing bidang dan sekretariat | RKA DKP bidang & sekretariat
Mengundang KaDinas dan pejabat eselon Il \ Undangan 30 |Undangan rapat
DKP untuk pembahasan rencana kerja anggaran m rapat Menit
(RKA) :'
Melaksanakan rapat pembahasan rencana ' e Draft usulan 2 Draft usulan SOP
kerjaanggaran (RKA) | | | | | é ﬁ RKA DKP jam |RKA DKP Pelaksanaan
] ) Rapat
Menghimpun format data dan informasi rencana Draft usulan 1 Draft usulan SOP Pencarian
kerja anggaran (RKA) dari masing-masing bidang E RKA dari masing- jam |RKA dari masing- data dan
dan sekretariat f masing bidang masing bidang informasi
i & sekretariat & sekretariat
Membuat konsep rencana kerja anggaran (RKA) V Draft usulan 1 Draft usulan SOP Penetapan
Dinas Ketahanan Pangan | g RKA DKP jam |RKA DKP kinerja
|
Mengoreksi konsep dokumen rencana kerja X E| Dokumen RKA 1 Dokumen RKA
anggaran (RKA) DKP O —frdake__| DKP jam |DKP
Ya

Menyampaikan dokumen rencana kerja anggaran S yéh % Dokumen RKA 1 |Dokumen Renja
(RKA) kepada kaDinas untuk memintakan DKP jam |DKP
persetujuan D




10 |Penandatangannan Dokumen rencana kerja Dokumen 5 Dokumen RKA
ran (RKA) DKP oleh Kepala Dinas [— 5 T RKA DKP menit |Dkp

11 |Pembuatan surat pengantar pengiriman ' Konsep surat 10 |Surat pengantar SOP alur surat
sekaligus penomoran surat t] pengantar menit masuk dan

3 [ keluar

12 qunggandaan dokumen Rencana Kerja anggaran N Dokumen RKA 10 |[Dokumen RKA SOP pengadaan
(RKA) Dinas Ketahanan Pangan ::l DKP menit  |DKP barang dan

| jasa

13 Pengiriman dokumen rencana kerja anggaran Dokumen laporan 10 |Dokumen RKA SOP

(RKA)Dinas Ketahanzn Pangan ke BPKAD D tahunan DKP menit |DKP pengarsipan

dan pengarsipan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUBBAG KEUANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

\Ja % o=l IARISSMANTO
\\\ C \"’ﬁ}‘ﬂﬂ’. 19680226 199303 1007 |

SUB BAG KEUANGAN ‘
&, Oy AHANS D & =
SOP PENGAJUAN SPP LS GA) .E/-z, !
L8y G |
Dasar Hukum Kualifikasi pelak o —

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

2. PMK No 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi
Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri,
dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi
Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kepegawaian
2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaji

3. Perawran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
Nomor 10)
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan i |
Kornpuler/Lap Top dan Peralalan Penukung Lainnya
Daftar Gaji Pegawai
Form SPP dan SPM LS Gaji
Peringatan Pencatatan dan pendataan ol

Jika penyusunan SPP LS Gaiji tidak dilaksanakan sesuai
SOP maka mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas
Ketahanan Pangan Prov_Sultra dalam Penggaiian
Pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen Daftar Gaji Pegawai
Dokumen SPP dan SPM LS Gaji

Pelaksana Mutu Baku
P Kegian Pembuat Pejabat Sekretati Mol Keteranga
' S ris epaia
Dg:;r Pmmmmhsm Dinas Dinas Kelengkapan Waktu Output
angan
: Membuat Terhimpunnya
st S data pegawai
e ) e
ol O %Isinya form
dandatangen SPP LS Gaj
2 | Memverifikasi
SPP LS Gaji, % 5 _ .
e 7 DrafSPPLS | 4.am | drafSPPLS
kelengkapannya Gaji i
dan
menandatangani
3 | Membuat SPMLS
iserahl |‘_ : jam draft SPP dan
Kepala Dinas. S SPM LS Gaji
Kepala Dinas
4 | Memeriksa
kesesuaian
Draft SPP SPP dan SPM
berkas SPP dan i m?; : Pl
Smaiakr“M dauknan SPM LSGaiji telat disahkan
pengesahan




PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

SUB BAG KEUANGAN

ISMANTO
226 199303 1 007

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN séi“éﬁﬁhﬂ”

' Dasar Hukum Kualifikasi pelaksanaan
1. UU No. 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Tehnis | 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang
Daerah terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman | 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan
Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan, menganalisa data dan informasi laporan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun keuangan.
2013 tentang Penerapan Siandar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
4 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023 Nomor 10)
Peralatan / Perlengkapan
SOP Laporan Fungsional Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya
Dokumen Laporan Fungsional
BKU
ngatan Pencatatan dan pendataan

Jika | aporan Keuangan Semesteran tidak dilaksanakan
sesuai SOP maka mengganggu pelaksanaan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan dan kegiatan Dinas Ketahanan
Pangan Prov. Sultra

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

[ No | Kegiatan [ Ket
Sekretaris |[Fungsional [Bendahara | Staf Kepala Kelengkapan | Waktu Output
Dinas Keuangan Dinas
1 Memerintahkan Disposisi 10 menit Disposisi surat
Kasubag Keuangan suraf
menyusun ( )
Laporan Keuangan
2 Menugaskan Disposisi 10 menit Dispasisi surat
Hendahara untuk surat
membuat laporan
Keuangan
Semesteran
3 Mengumpulkan W Disposisi 1jam Format penyusunan
data pendukung surat Lap.Keuangan
laporan keuangan Semesteran,BKU,
semestaran dan SP2D
menugaskan staf
4 Membuat konsep Format 4 hari Draf Laporan
laporan keuangan N penyusunarn Keuangan Semesteran
Lap. Keuangan
Semesteran,
Bku, SP2D
s | Menguji kesevaian W Draft Lap. 2 iam Draft Lap.
Laporan Keuangan ” Keuangan Keuangan Semesteran
Semesteran Semesteran
dengan BKU
6 | Mengevaluasi Draft Lap. 1jam Craft Lap.
Lap Keuangan Keuangan Keuangan Semesteran
Semesteran Sermesteran
Dinas dan
menyerahkan
ke Kadis untuk
ditanda tangani
7 | Menandatangani Draft Lap 10 menit Dokumen Lap.
dan mengesahkan 7 (:) ml:m Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan
Samastaran Dinas




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

" Kepala Dinas Ketahanan Parqar
Provinsi Sulawesi Tenggara

| DINAS KETAHANAN PANGAN o &p W=
= 2\ % .
| SUB BAG KEUANGAN \&
[ SOP PENGAJUAN SPP UP/TU/GL®
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksanaan |

1 Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan
Keuangan, menganalisa data dan informasi laporan
keuangan.

3. Memiliki kemampuan membuat SPP UP/TU/GU

Nomor 10)
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya
DPA
Pengesahan SPJ
BKU
Peringatan Pencatatan dan pendataan J
Jika pengajuan SPP UP/TU/GU tidak dilaksanakan | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
sesuai SOP maka mengganggu proses pencairan | Dokumen SPP UP/TU/GU
anggaran Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra dan
pada akhirnya mengganggu kelancaran operasional dan
kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Staff Fungsional Sckretaris Kepala
Operator | Keuangan Dinas Dinas selengiopen ey Output
1 Staf menyiapkan SPP
UO/TU/GU ! Form 5pp 1 hari Draft PP
berdasarkan dokumen ( ) F UP/TU/GU UP/TU/GU
pendukung yang ada s
2 Kasubag Keuangan
memverifikasi draft Draft5pp Terverifikasi
SPP UP/TU/GU , . UP/TU/GU 10 menit Draft SPP
menguji kelengkapan uP/TuU/GU
dan menandatangani
3 | KasubagKeuangan
membuat SPM Tersusunnya
Ui/ iuseu Draft 5P 2i Draft SpPp
berdasarkan SPP dan - UP/TU/GU il dan SPM
diserahka ke Sekdis ¢
untuk di periksa UP/TU/GU
4 | Sekretaris memeriksa
kesesuaian berkas SPP Draft SPM dan ;w
dan SPM UP/TU/GU :I 10 menit s
SPP UP/TU/GU dan SPM
UP/TU/GU
5 | KepalaDinas A 4
memeriksa keseusian
berkas SPP dan SPM | ( ) Dokumen
selanjutnya melakukan Darft SPM dan =l US:PH‘;‘}‘GW
pengesahan selaku PA SPP UP/TU/GU SESY e
kemudian diajukan ke yangtela
BUD untuk diterbitkan disahian
5p20 |




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

SUB BAG KEUANGAN ‘

SOP PENGAJUAN SPP LS BARANG Dh{{’

uf‘ i

\”-f 'F"“‘[:U‘ / .
——-’_/

r Hukum

Kualifikasi pelaksanaan

1 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 jo Pemmendagri No. 11 Tahun 2007 tentang
Standar sarana dan prasarana kerja Pemerintan
Daerah

4. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman
Tehnis Pengelolaan Barang milik Daerah.

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan
Keuangan, menganalisa data dan informasi laporan
keuangan.

3. Mampu membuat dokumen SPP/SPM

4. Memahami peraturan-peraturan tentang pengadaan

barang dan jasa

Nomor 10)
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya
DPA
Daftar Standar Harga
Form SPP LS Barang dan jasa
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SPP LS Barang dan Jasa tidak dilaksanakan sesuai
SOP maka mengganggu proses pencairan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra dan pada akhimnya
mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan Dinas
Ketahanan Pangan Prov. Sultra.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen SPP LS Barang dan Jasa

Mutu Baku

Keterangan
Kegiatan i i Kepala Kete:
PPTK | | pandahera ;::‘9;2"‘ Se;::"‘s"s e Kelengkapan Waktu Output S
Menyiapkan draft SPP
LS Barang dan Jasa Tidak
berdasarkan dokumen ( :) OPA, Standar o Draft SPP
pendukung yang ada, é Harga arl Barangdan
lalu diserahkan ke Jasa
Bendzahara untuk
diverifikasi
Memverifikasi draft
Tidak

SPE LS Barang gan jasa Draft SPP
baik kelengkapan dan < Draft SPP 15 menit Barang dan
kesesuaian lalu Barangdan lasa e
diserahkan ke Kasubag
Keuangan
Memeriksa draft SPP
LS Barang dan Jasa lalu Tidak Draft SPP dan
membuat SPM LS &l Draft SPP 2i SPM LS
barang dan jasa dan i Barangdan Jasz o0 Rarangdan
diserahkan ke Kepala Ya Jasa
Dinas
Memeriksa draft

PP
dan SPM LS Barang Draft 5PP dan i
dokumen pendukung SPM Barang dan 10 menit Barangdan
selanjutnys melakukan ¥a lasa Jasa
validasi bila sesuai
ivieinerikss kesesuaidl
berkas SPP dan

SPP dan SPM

melakukan
pengesahan selaku Draft SPP dan LS Barangdan
Pengguna Anggaran SPM Barang dan 10 meit lasa yang
untuk kemudian Jasa 1elah
diajukan ke BUD yang disabka
akan menerbitkasn AR
SP2D



| PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
' DINAS KETAHANAN PANCAN

SUB BAG KEUANGAN

SOP PENYUSUNAN LAPORAN FUNGSIONAL DAN LA

REOR ]

LY

!E_,_

[ Basar Hukum

| Kualifikagi pelaksanaan

1. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman |1. Memahami peraturan perundang-undangan yang
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara|2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan| Keuangan, menganalisa data dan informasi laporan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran keuangan.
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
Nomor 10)

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP pengelolaan surat masuk Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya

SOP Pengelolaan surat keluar Pengesahan SPJ

. SOP Pengarsipan BKU
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika Laporan Fungsional dan Laporan Administratif tidak
dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu
pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen Laporan Fungsional dan Laporan Administratif

penatausahaan keuangan dan kegiatan Dinas
Ketahanan Pangan Prov. Sultra
Muty Baku Keterangan
No Kegiatan : ;
Sekdis Fungsional | Pelaksana Kepala : Keteranga
Keuangan Bedahara Staf Dinas sERngiapen Walau oot
1 Memerintahkan
Kasubag Keuangan
untuk menyusun ( ) Disposisi surat 5 menit Pepasts
Laparan Funpsional surat
dan Laporan
Administratif Dinas
2 | Memerintahkan v
Bendahara untuk
menyiapkan Laporan Disposisi surat 5 menit Hioposig
Fungsional dan surat
Laporan Administratif
Dinas
3 Mendﬁmputn data Vv o R
pendukung Laporan
Fungsional dan | penyusunan 1pm penyusunan
?g:sran Administratif I Laporan, BKU Laporan, BKU
i
a4 3;::;::::;:?’& Forrnat Draft uporan
dan Laporan penyusunan 2 hari Z‘;:ﬁsw
Administratif Dinas Laporan, BKU Aderinisteasi
5 | Menguji kesesr.aallan : DOraft Laporan
Laporan Administratif - Fungsional
Dinas dengan BKU lalu Draft Laparan 1jam
gg‘lﬂahkan ke Kasubag o
angan Administrasi
6 | Mengevaluasidan Tidak DraftLaporan
menandatangani E i
Laporan Fungsional l‘% G Dralt Laporan 30 menil d::sswna}
Dinas
Administrasi
7 Meng:;ahxasi dan Draft Laporan
menandatangani :
Laporan Fungsional Draft Laporan 20 menit ;::ssmT
Dias Administrasi
g | Mendantanganidan Dokumen
mengesankan Laporan - Laporan
Fungsional dan e Draft Laporan 10 menit mr:_lr yene
Laporan Administratif ( _)
Dinas disahkan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

SUB BAG KEUANGAN

SOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MUTASI ASET DAN CATATAN ATAS LAPORAN KE

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksanaan

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Reuangan iNegara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah

. Peraturan Pemeriniah No. 12 lahun 2018 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

6. Persturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2023 Nomor 10)

v
3
4

o

1. Memiahami peraturan perundang-undangan yang ‘terkait
dengan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan Keuangan,
menganalisa data dan informasi laporan keuangan.
3. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan
berkaitan dengan asset
. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi
SIMDA dan SIPD

yang

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Lapcran Fungsional Komputar/l ap Top dan Peralatan Penukung Lainnya Dokumen berupa
SOP Pengelolaan surat masuk SOP Laporan pengesahan SPJ, SPP, SPM, SP2D dan Dokumen menyangiut|
Pengelolaan surat keluar SOP asel

Pengadaan barang dan jasa SOP Surat Pengantar Dinas

Pengarsipan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Asset
dan Catalan alas Laporan Keuangan idak dilaksanakan sesuai

SOP maka akan mengganggu pelaksanaan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan kegiatan Dinas
Ketahanan Pangan Prov. Sultra

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Buku Laporan Realisasi Anggaian, Neiaca, Laporan mulasi assel
dan catatan atas laporan keuangan

Mutu Baku Keterangan
Nc Kegiatan Kepala Sekretars Fungsi e
ngsional ACETdiige
Di Diras Keuangan Bendahara Staf Kelengkapan Waktu Qutput
1 | Memerintahkan
Kasubag Keuangan C)
untuk penyusunan Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
Laporan Keuangan
Tahunan Dinas
2 Memerinialinan
Bendahara ool |
menyiapkan data Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
pendukung Laporan
3 | Mengumpulkandata
pendukung laporan 1 hart
¢ Mem;‘vahasi data Disposisi surat Dok SPP, SPM,
i : '"S'EIW;:f 2jam SPID, Lap
untuk membuat Pengesahan, 5P, Lap
Laporan aset dan Persediaan
5 :‘::;mkﬂ'ﬂh:‘ Disposisi Disposisi
ot et 1 it surat; Dok SPP, surat; Dok SPP,
ke Kasuibag Keuangan SPM, 5P2D; Lap TV R oirintine.s
pengesahan pengesahan SPJ,
3 SPI. Lap Aset & Lap Asat &
Persediaan Persediaan
3 gemeﬂksa konsep Draft realisasi o
poran , meparaf dan Tidak = = Draft realisasi
menyerahkannya ke s nggaran, anggaran, neraca
Sekretaris Dinas - <€ neraca Lap 2jam Lap mutasi Aset
mutasi Aset dan =
e ! dioas dan CALK dinas
7z engkoreksi konsep
dokumen Laporan Dannhmream e Draft reqheas)
neraca Lap 30 menit S ——
2 Lap mutasi Aset
1, mutas: Asetdan dan CALK dinas
- o CALK dinas
8 MEW':"?‘ dan Draft realisasi Dok, realisas|
;"‘“‘ 5 “‘i gani anggaran, ANgRaTan, neraca
- l | Ya neraca Lap 10 menit | Lap mutasi Aset




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

SUB BAGIAN UMUM
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024






mpelolaan Surat Masuk :

jpkan surat masuk

masulk

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kadis Sekdis Kasi / Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output Ket
Menerima Surat Masuk Diterimanya Surat Masuk |1 hari Surat Masuk
|
iMencatat Surat masuk dalam Buku Agenda ' Surat Masuk 30 menit Agenda surat masuk
pempel lembar disposisi pada surat masuk ¢ Agenda surat masuk 10 menit Surat masuk, Lembar
LE i
Mer isposisi surat Surat masuk, lembar 10 menit Meneruskan surat masuk
¥ disposisi dan lembar
’ disposisi
perahkan surat masuk dan disposisi kepada Meneruskan surat masuk |30 menit Diserahkannya surat
gis untuk didistribusikan i dan lembar disposisi masuk yang sudah
didisposisi
pdistribusikan surat masuk sesuai disposisi Surat masuk, lembar 30 menit Pendistribusian surat
‘ - r‘ disposisi masuk sesuai disposisi
Pendistribusian surat 1 hari Arsip surat masuk
>

sesuai disposisi




—a——

Nomor SOP 000.8.3.3/242-DISKETAPANG/11/2024
(’"’j’\v{ Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
%; ‘@' y Tanggal Revisi
: 8 Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Disahkan Oleh, Kepala
DINAS KETAHANAAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
I _,lr I = {
HAE NN
kK A ‘-f_t—s_\_:.f»,
AN N 226 199303 1 007
UMUM [ SOP Pengelolaan Admmmtr@&
GIAN ama g W
(ukum Kualifikasi Pelaksana S——

0. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan
rintah daerah Kabupaten/kota
No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
gturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
h Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
gturan Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri
emerintahan daerah
aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi
rintahan
mturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Pat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

1. Pendidikan 8.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Kearsipan surat;

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Agenda Surat Keluar;
4. Memiliki Kewenangan untuk mengelola arsip surat Keluar

E Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Peralatan / Pelengkapan

FP;ngelolaan Surat masuk

l. Mejadan Kursi

2. Buku Agenda Surat masuk
3. Lembar Disposisi

4. ATKdan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

fg? Pengelolaan Surat Keluar tidak dibuat, maka akan mengganggu administrasi lainnya

Agenda Surat Keluar meliputi Penomoran Surat, Tanggal Surat, isi pokok surat dan tujuan
Surat.




Sekdis Kasi / Kasubag
l Perintah atau disposisi
l surat
i Konsep surat 30 menit
* _\r Draf surat S menit
Paraf draf surat S menit

Surat yang ditanda- 5 menit
tangani

:’ Buku ekspedisi 1 hari
surat keluar




Nomor SOP

000.8.3.3/243-DISKETAPANG/11/2024

: Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
w Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Disahkan Oleh, Kepala
DINAS KETAHANAAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan

Y/ = 26 199303 1 007
N UMUM Nama SOP Penyelenggaraan Rapalod TE —
LI Kualifikasi Pelaksana
32 Tzhun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 1. Pendidikan S.1

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan
th daerah Kabupaten/kota
41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
an Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
ah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
' m Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri
srintahan daerah
an Menteri Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi

an Gubernur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentany Penetapan Standar Operasional Prosedur
an Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Materi Rapat;
3. Memiliki Kewenangan untuk menyelenggarakan rapat.

Peralatan / Pelengkapan

1. Mejadan Kursi

2. Buku Agenda Surat masuk
3. Lembar Disposisi

4, ATKdan lain- lain

Pencatatan dan Pendataan

Sebagai pedoman dalam pengajuan anggaran
penyelenggaran rapat, penyiapan tempat rapat, penyusunan materi rapat baik rapat

internal maupun lintas sektoral.




Penvelenggaraan Rapat :

|'_ Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kadis Sekdis Kasi / Staf Kelengkapan Waktu Output
Kasubag
1 |Menerima Perintah untuk menyiapkan Perintah/ surat masuk 30 Diterimanya Perintah atau disposisi
tempat rapat - menit  |surat
2 |Mengonsep surat, mengetik dan mencetak Perintah atau disposisi surat 30 Konsep surat undangan rapat
Surat menit
| |
3 |Membubuhkan paraf | i Konsep surat Undangan Rapat| 5 menit |Parafdrafsurat undangan
4 |Menandatangani surat undangan $ Paraf draf surat Undangan 5 menit [Ditandatanganinya surat undangan
I Rapat rapat
5 |Mencatat, Memberi Nomor, menggandakan v Surat Undangan yg sudah 5 menit [Surat Undangan
Surat undangan rapat - ditanda tangani
6 |Mengirimkan surat undangan rapat Surat Undangan Buku ekspedisi surat keluar
1 hari
7 |Menyiapkan materi dan sarana rapat Meja, Kursi, 120 Tersedianya materi dan sarana
sound system, materi rapat menit rapat
. |
8 |Menyelenggarakan rapat ‘ ﬁ ﬁ ﬁ Tersedianya materi dan : Terselenggaranya rapat
sarana rapat jam
I
9 |Menyusun Notulen / Resume hasil rapat é Terselenggaranya rapat Buku Notulen Rapat
3jam

Nl o







Permohonan Cuti :

JE Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kadis Sekdis Kasi / Staf Kelengkapan Waktu Output
Kasubag
1 |Menerima surat permchonan Diterimanya Surat 30 menit  |Surat Permohonan Cuti
cuti pegawai ‘ Permohonan Cuti Pegawai
2 [Memeriksa data cuti pada buku administrasi Surat Permohonan Cuti 30 menit |Buku administrasi cuti pegawai
3 !Mwymhkan surat permohonan cuti kepada Buku administrasi cuti 30 menit |Validasi surat permohonan cuti
Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan l pegawai

4 |Menyiapkan surat keterangan cuti pegawai Validasi surat permohonan |1 Jam Konsep surat permohonan cuti

cuti pegawai
5 |Memvalidasi dan membubuhkan paraf surat Konsep surat permohonan 30 menit  |Draf surat keterangan cuti

|keterangan cuti pegawai ii cuti pegawai
6 |Menyerahkan surat keterangan cuti kepada Draf surat keterangan cuti 30 menit  |Penandatanganan surat keterangan
atasan langsung untuk ditandatangani cuti pegawai
|

7 | Surat Keterangan Cuti selesai — Surat keterangan cuti 1Jam Penyerahan surat keterangan cuti
8 |Surat Keterangan Cuti diserahkan I Penyerahan surat keterangan |1 jam Arsip

cuti




e Nomor SOP

000.8.3.3/245-DISKETAPANG/11/2024

16 FEBRUARI 2024

bﬁﬁ'} : Tanggal Pembuatan
.' 'H» Tanggal Revisi
r Tanggal Efektif

16 FEBRUARI 2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Disahkan Oleh,

DINAS KETAHANAAN PANGAN

I LN
\n\% =V
\ {27.
<
7, N AHMR 9689226 199303 1007
GIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Penangguhan Cuti Q;:g}s: TEﬂ/U"/
Hulum Kualifikasl Pelaksana

No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

No.38 Tahun 2007 sentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan
irintah daerah Kabupaten /kota

No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

mturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

th Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerzh Provinsi Sulawesi Tenggara

mturan Menteri Dalam Negeri No.B3 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri
| lemerintahan daerah

\mturan Menteri Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi
irintahan

aturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

\rat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
|@nan Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Pendidikan 5.1
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan cuti Pegawal;
3. Memiliki Kewenangan untuk memproses penangguhan cuti.

Peralatan / Pelengkapan

I. Mejadan Kursi
$JOP Cuti Tahunan; 2. Buku Administrasi cuti
S0P Cuti Hamil; 3. Lembar Absensi Pegawal
S0P Permohonan Cuti. 4, ATKdan lain - lain

ptan_

Pencatatan dan Pendataan

2y

DAVERE IN

AN

pis
il ek



Permohonan Penangguhan Cuti ;

s Pelaksana Mutu Baku I
No Kegiatan Kadis Sekdis Kasi / Staf Kelengkapan Waktu Output |Ket
Kasubag
1 |Menerima surat penangguhan cuti pegawai Diterimanya Surat 30 menit  [Surat Penangguhan Cuti
_- Penangguhan Cuti
2 |Memeriksa data cuti pada buku administrasi L Surat Penangguhan Cuti 30 menit |Buku administrasi cuti pegawai
cuti
3 |Menyerahkan surat permohonan cuti kepada Buku administrasi cuti 30 menit |Validasi surat Penangguhan cuti
Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan | pegawai
4 |Menyiapkan surat keterangan penagguhan Validasi surat Penangguhan |1 Jam Konsep surat Penangguhan cuti
cuti pegawai cuti pegawai
5 |Memvalidasi dan membubuhkan paraf surat Konsep surat Penangguhan |30 menit |Draf surat keterangan Penangguhan
{keterangan penangguhan cuti pegawai ii cuti pegawai cuti
6 |Menyerahkan surat keterangan cuti kepada Draf surat keterangan 10 menit  |Penandatanganan surat keterangan
atasan langsung untuk ditandatangani | Penangguhan cuti Penangguhan cuti pegawai
7 | Surat Keterangan penangguhan Cuti selesai Surat keterangan 1Jam Penyerahan surat keterangan
Penangguhan cuti Penangguhan cuti
8 | Surat Keterangan penangguhan Cuti Penyerahan surat keterangan |1 jam Arsip

diserahkan

cuti




Nomor SOP 000.8.3.3/246-DISKETAPANG/11/2024
Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
Disahkan Oleh, Kepala
Dinas Ketahanan Pangan
I' -
* (8 &
AL
(m % Lbk—"-\\ /
2 ?,L%agﬂm 20226 199303 1007
Nama SOP Permohonan Izl LSy TD“/
Kualifikasi Pelaksana
2004 Tentang Pemerintah Daerah 1. Pendidikan S.1
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Ketentuan pemberian

Kabupaten/kota
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
srah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
nteri Dalam Negeri No.B3 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri
1 daerah
‘Menteri Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOF administrasi

pur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
n Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Izin Pegawai;
3, Memiliki Kewenangan untuk memproses Pemberian lzin.

Peralatan / Pelengkapan

1. Meja dan Kursi

2. Buku Administrasi iizin pegawai
3. Lembar Absensi Pegawai

4. ATKdan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

akdilaksanakan, makapegawaiyangbersangkutandianggaptidak memenuhi aturan
dandapatdikenakansanksiadministratif

PermohonanlzinPegawaidigunakansebagaidasar pemberian

tambahan penghasilan dan penilaian kinerja pegawai.




A2 I " | i " ALl |-._-".|. - y
-~ - = I i . 1 I ot 0l =y
: : LI JI : III_ I-
— Pelaksana
Keglatan Kadis Sekdis Kasl / Kasubag Staf

ima sura Permohonan 1zin pegawal

1 Pegawal dalam buku Izin dan v Buku administrasi cuti
' i) et
buat laporan absensi harian kehadiran v Surat Permohonan
 laporan absensi harian kehadiran Surat keterangan
ani  laporanabsensi harian i Surat keterangan cuti
laporan absensi Surat keterangan
n pegawai yang telah - - *

I



Nomor SOP 000.8.3.3/247-DISKETAPANG/11/2024
Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
Disahkan Oleh, Kepala
RINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Dinas Ketahanan Pangan
DINAS KETAHANAAN PANGAN .
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana
2004 Tentang Pemerintah Daerah . Pendidikan S.1
in 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara

ah Kabupaten /kota

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

ih (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
‘Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ri Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri
daerah

Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOF

tahan

Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
‘berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Penggajian Pegawai
Memiliki Kewenangan untuk memproses Kenaikan Gaji Berkala Pegawai.

FS R S

Peralatan / Pelengkapan

-'Itmilnnl’augjmt;

1. Mejadan Kursi

2. Buku Administrasi pegawai
3. Buku Penjagaan Berkala

4. ATKdan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

'Kenalkan Gaji Berkala tidak dilaksanakan, maka Kenaikan gaji pegawal yang bersangkutan akan

Permohonan kenaikan gaji berkala Pegawal digunakan sebagai dasar pengajuan

kenaikan gaji pegawai.




AT Ty e

~ permohonan Kenaikan Gaji Berkala :

Pelaksana Mutu Baku
- Kot Kadis Sekdis Subag PNS Bendahara Kelengkapan Waktu Output
L- Umpeg Gaji
1 |Pemberitahuan Waktu Kenaikan Gaji Buku Penjagaan Berkala |5 menit (1 bin Diberitahukanny a waktu kenaikan gaji
= _- sebelumnya)
Menyiapkan berkas persyaratan kenaikan SK Pangkat/ KGB 1 jam Tersedianya peresyaratan lengkap
gaji terakhir
rllemhuat Surat Kenaikan Gaji E Surat Kenalkan Gajl 15 menit Tersedianya Draft surat kenaikan gaji
- Eerkala
Verifikasi dan Validasi Surat Kenaikan gaji . Surat Kenaikan Gaji 10 menit Terparafnya Draft surat kenaikan gaji
- Berkala
Menandatangani Surat Kenaikan Gaji \J Surat Kenaikan Gaji 10 menit Ditandatanganinya surat kenaikan gaji
. Berkala
r 6 Menyampaikan Surat Kenaikan Gaji ke Surat Kenaikan Gaji 3 hari Terkirimnya surat kenaikan gaji
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset i 4 Berkala
Daerah Prov. Sultra




000.8.3.3/248-DISKETAPANG/11/2024

Kepala

Dinas Ketahanan Pangan

y Nomor SOP
N Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
AR = ¥

- ,H, Tang_gal Revisi
Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
Disahkan Oleh,

INTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAAN PANGAN

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

D04 Tentang Pemerintah Daerah
‘tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan

tang Organisasi Perangkat Daerah

erda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Feraturan

un 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri

Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m,Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan S0P administrasi
ur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 20232 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

‘Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
‘berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Pendidikan 8.1

2. Memiliki Pengstahuan dan Pemahaman tentang A paratur Sipil Negara:

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Golongan Pangkat
Pegawai

4, Memiliki Kewenangan untuk memproses Kenaikan Golongan Pegawai.

Peralatan / Pelengkapan

I.  Meja dan Kursi

2. Buku Administrasi pegawai
3. Buku Penjagaan Pangkat

4, ATK dan lain -- lain

Pencatatan dan Pendataan

Permohonan kenaikan Golonzan Pegawai digunakan sebagai dasar pengajuan
kenaikan Golongan pegawai.

i

T

[l |



Permohonan Kenaikan Golongan :

'L Pelaksana Mutu Baku
_ Kegiatan Kadis Sekdis Subag PNS Staf Kelengkapan Waktu Output
Umpeg
1 |Pemberitahuan Waktu Kenaikan Golongan Buku Penjagaan Golongan | 5 menit (1 bin Diberitahukannya waktu
‘ sblumnya) kenaikan Golongan
2 |Menyiapkan berkas SK Pangkat/ Golongan 1 jam Tersedianya peresyaratan
kenaikan Golongan i terakhir lengkap
~ 3 |Membuat Surat Kenaikan Golongan Surat Kenaikan Golongan | 15 menit Tersedianya Draft surat
......... P i 7——-—- kenaikan Golongan
4 |Verifikasi dan Validasi Surat Surat Kenatkan 10 menit Terparafya Draft
Kenaikan Golongan Golongan surat kenaikan Golongan
|
5 |Menandatangani Surat Surat Kenaikan 10 menit Ditandatanganinya
Kenaikan Golongan Golongan surat kenaikan Golongan
6 |Menyampaikan Surat | Surat Kenaikan Golongan T
Terkd
Kenaikan Golongan ke BKD Prov. Sultra — 3 hari erFiny S AR

!IT
i b

Golongan




Nomor SOP

000.8.3.3/249-DISKETAPANG/11/2024

Taqg_gul Pembuatan

16 FEBRUARI 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

16 FEBRUARI 2024

Disahkan Oleh,

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAAN PANGAN

Kepala

Dinas Ketahanan Pangan

IBAGIAN UMUM Nama SOP

wr Hukum

Kualifikasi Pelaksana

U No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP No.38 Tahun 2C07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan
merintah daerah Kabupaten/kota

PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah [ Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 rentang Perubahan Kedua atas Peraturan
erah Nomor 13 Tanun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri
n pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi
merintahan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

‘Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
slayanan Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

I. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman rentang Aparatur Sipil Negara;

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Kenaikan Pangkat
Pegawai

4. Memiliki Kewenangan untuk memproses Kenaikan Pangkat Pegawai.

E

Peralatan / Pelengkapan

-_SDP Permohonan Kenaikan Gaji Berkala;
SOP Pengisian SKP;

1. Mejadan Kursi

2, Buku Administrasi pegawai
3. Buku Penjagaan Pangkat

4. ATK dan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

P permohcenan Kenaikan Pangkat tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat pegawai yang bersangkutan akan

|

Permohonan kenaikan Pangkat Pegawai digunakan sebagai dasar pengajuan
kenaikan Pangkat pegawai.

' |hl|

i
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s dh 2l Pemnbua . i
| . B P
{ PROVINSI SULAWESI TENGGARA Oleh, LS oy
_1. : "."‘
i Vs o il ~
-
g * (5 (U oy
. NIP 109¢
' Nama SOP Permohonan RV y '_L 32
Kl =¥ T
2004 Tentang Pemerintah Daerah I. Pendidikan S.1 L ",
mWan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman et
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Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kadis Sekdis Subag PNS Staf Kelengkapan Waktu Output
Umpeg
surat permohonan penyesuaian Menerima berkas Surat 1 jam Surat Permohonan
l - Permohonan
meriksa kelengkapan persyaratan SK Pertama & terakhir, 1 hari Kelengkapan
| penyesuaian ijazah ljazah, dll. syarat
Surat Pengantar Permohonan L Kelengkapan syarat 1 hari Konsep surat
ljazah l - Pengantar
dan membubuhkan paraf i I Konsep Surat Pengantar 10 menit Draft surat Pengantar
..... tangani surat pengantar Draf Surat Pengantar 1 hari Penandatanganan surat
pengantar
surat dan berkas penyesuaian v Surat Pengantar dan Pengiriman suratdan berkas
- Berkas persyaratan 1 hari persayaratan
enerima SK penvesuaian ijazah hd Pengiriman surat dan SK Penyesuaian
- berkas persyaratan 2 jam ljazah
" 8 |Menyerahkan SK penyesuaian ijazah kepada v SK Penyesuaian ljazah p han SK
PNS yang bersangkutan D 10 menit S




Nomor SOP 000.8.3.3/251-DISKETAPANG/11/2024
Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
mxﬂl PROVINSI SULAWESI TENGGARA Disabkan Oleh, Kepala
b DINAS KETAHANAAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
Nama SOP Pe-mohnnan Izin %I = ﬂ
Kualifikasi Pelaksana ——h
ahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 1. Pendidikan §.1
un 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara;

ah Kabupaten/kota
n 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
th {(Perda) Provinsi Sulawasi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

tusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
izinan berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan lzin Belajar Pegawai
Memiliki Kewenangan untuk memproses Izin Belajar Pegawal.

3

4,

Peralatan / Pelengkapan

Ujian Dinas;

Meja dan Kursi

Buku Administrasi pegawai
Buku Penjagaan Pangkat

4, ATKdan lain- lain

it v Al

Pencatatan dan Pendataan

Permohonan lzin Belajar Pegawai digunakan sebagai dasar pengajuan Penyesuaian
ljazah serta analisis jabatan berdasarkan kepangkatan

ﬁgawai




permohonan lzin Belajar
Pelaksana Mutu Baku
™ Kegiatan Kadis Sekdis Subag PNS Staf Kelengkapan Waktu Output
.' Umpeg
T1MMHM surat Permohonan Izin Belajar Menerima berkas Surat 1 jam Surat Permohonan
‘ Permohonan
2 |Memeriksa kelengkapan persyaratan Izin ! Surat permohonan 1 hari Kelengkapan
Belajar - syarat
3 |Membuat Surat Pengantar Permohonan Izin Kelengkapan syarat 1 hari Konsep surat
Belajar - Pengantar
4 |Meneliti dan membubuhkan paraf surat ¥ Konsep Surat Pengantar 1 jam Draft surat Pengantar
R tar il
5 [Menandatangani surat pengantar Draf Surat Pengantar 1 jam Penandatanganan surat
pengantar
6 |Mengirim surat dan berkas Izin Belajar ke Surat Pengantar dan Pengiriman surat dan berkas
BKD - Berkas persyaratan 1 hari persayaratan
7 |Menerima Surat Izin Belajar Pengiriman surat dan Penerimaa surat izin belajar
- berkas persyaratan 1 jam
Izin Belajar kepad i j
8 |Menyerahkan Surat Izin Belajar kepada Surat |zin Belajar 14am Periyerahan Surst Inin Belajar

PNS yang bersangkutan




at Daerah

i T Eﬁﬁl’aﬂbmbrz Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
itukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

tur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOF administrasi

17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

3. Buku Penjagaan
4. ATKdan lain - lain




Surat dan berkas

Kelengkapan berkas

Menyusun Surat
Pengantar

Konsep surat pengantar

Draf Surat Pengantar

Surat Pengantar dan
Berkas persyaratan

Surat Undangan




: HB.DStahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri

n Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 teatang pedoman penyususnan SOP administrasi

‘Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
; ’l‘enggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

|. PendidikanS.1
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman
Pemerintah;

Pemerintah

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman t

St

4. Memiliki Kewenangan dalam pengadmi

to dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengpara

Peralatan / Pelengkapan

1. Komputer;

2. Mejadan Kursi

3. Buku Administrasi Barang
4. ATKdan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

n, maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat.

Penerimaan Barang/Jasa Pemerintah &
menijadi dasar dalam menyusun rencana




Pelaksana Mutu Baku
Pengurus | Subbag |Penerima ! kta
Barang Umum__ |Barang Kebaghares Vel
Dokumen Pengadaan/ Surat 1 jam
Dokumen Pengadaan/ Surat 1 jam
¥ v
IF Berita Acara 1 jam
‘ Buku Inventaris Barang 1 jam
Lemari / Gudang 1 jam
v Kartu kendali Barang 1 jam Tersedianya kartu kendali
{ ruangan
Barang, Kartu Kendali 1 jam Tertatanya barang dalam
ruang kerja




|000.8.3.3/254-DISKETAPANG/11/2024 N

Nomor SOP =
Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi
! Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Disahkan Oleh, ~ Kepala
DINAS KETAHANAAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
1 XY
g N\ : 26 199303 1 007
N UMUM Nama SOP Pengeluaran Bamng/W
Kualifikasi Pelaksana )
1. Pendidikan S.1

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan
gmerintah daerah Kabupaten/kota

PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
eraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

mh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

luran Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri

e daerah
luran Menteri Pendayagunaan Aparztur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi

ntanan

‘eraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
irat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
n Perizinan berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeri
3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengclolaan Barang Milik
Pemerintah

4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah.

Peralatan / Pelengkapan

Barang: 1. Komputer;

Barang: 2. Meja dan Kursi
Permohonan Barang: 3. Buku Administrasi Barang
Penghapusan Barang 4. ATK dan lain — lain

Pencatatan dan Pendataan

Pengeluaran Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman pengadministrasian barang dan
menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan barang/jasa selanjutnya,

R |



Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Pengurus Pengurus Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Umum Barang Barang Barang
Surat Permohonan 1 jam Diajukannya Permohonan tertulis
- Permintaan barang
Surat Permohonan Diterimanya surat permohonan
— Permintaan barang 1 jam permintaan barang
_ Dibuatnya Berita Acara
! Berita Acara 1 jam
Ditandatanganinya Berita Acara
_ Berita Acara 1 jam
-_ Buku Inventaris Barang |l jam Tercatatnya pengeluaran barang
- Barang 1 jam Dikeluarkannya barang
4 Barang 1 jam Diterimanya barang




# : : Nomor SOP

000.8.3.3/255-DISKETAPANG/11/2024
f _ ?E\ Tanggal Pembuatan 16 FEBRUARI 2024
W Tanggal Revisi
5 Tanggal Efektif 16 FEBRUARI 2024
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Disahkan Oleh, _ Kepala
DINAS KETAHANAAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
".}9‘% —HNIP. 226 199303 1 007
UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP Permohonan Baraw

Hulkum

Kualifikasi Pelaksana

. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan
Peme: h daerah Kabupaten/kota

-_,: H' No. 41 Tahun 2607 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

L t Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
rah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

jan pemerintahan daerah

'Puatnran Gubernur Sulawesi Tenggara No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

S Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri

in Menteri Pendayagunaan Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi

:,: ‘Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ; 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

1. Pendidikan S.1

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah

4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah.

Peralatan / Pelengkapan

1. Komputer;
Meja dan Kursi

Peminjaman Barang; 2.
Pengeluaran Barang; 3. Buku Administrasi Barang
Penghapusan Barang, 4. ATKdan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

SOP Permohonan Barang tidak dilaksanakan, maka Admnistrasi Pengelolaan Barang pemerintah akan terhambat.

Permohonan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman pengadministrasian barang
dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan barang/jasa selanjutnya.




Permohonan mﬂm .

Pelaksana Mutu Baku Ket
No Kegiatan Kadis Sekretaris Kasubag Pengurus Kelengkapan Waktu Output
Umum Barang
. ¥ 1 jam
1 |Menginventarisir barang ’ bB:r]::];nventam Terinventarisirnya barang
2 |Membuat rekapitulasi barang Buku rekapitulasi 1jam Tersedianya rekapitulalsi
; barang barang
3 |Membuat daftar kebutuhan Barang ¥ Daftar barang 1jam Tersedianya daftar
- kebutuhan barang
Menyerahkan daftar kebutuhan barang untuk Daftar barang 1jam Diserahkannya daftar
4 |persetujuan i { kebutuhan barang
5 |Menyetujui dan menandatangani daftar ¢ Daftar barang 1 jam Ditandatanganinya daftar
kebutuhan barang I kebutuhan barang
6 |Menerima daftar kebutuhan barang yang v Daftar barang yg 1 jam Diterimanya daftar
telah disetujui .. telah disetujui kebutuhan barang
i
7 |Memasukkan rencana kebutuhan barang 1‘, Daftar barang, RKA 1 jam Tercatatnya rencana SOP RKA
dalam penyusunan RKA selanjutnya kebutuhan barang dalam
i .




. Pendidikan 5.1

n Urusan Pemerintahan antara Pemerintzh, Pemerintah daerah Provinsi dan . Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang

. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
isasi Perangkat Daerah Memiliki Kewenangan dalam pengadministra

Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

itang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
NNo.83 tahun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri

n Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi

'm!lmm'n No. 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Peralatan / Pelengkapan

1. Komputer;

2. Mejadan Kursi

3. Buku Administrasi Barang
4. ATKdan lain - lain

Pencatatan dan Pendataan

dilaksanakan, maka Admnistrasi Pengelolaan Earang pemerintah akan terhambat. Peminjaman Barang/Jasa Pemerintah sebagai m
menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan




Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Sekdis Kasubag Pengurus Barang Peminjam Kelengkapan
Umum Barang Waktu Output
1 |Mengajukan permohonan pinjam barang Surat Permohonan 10 Menit Diajukannya surat permohonan
- pinjam barang
2|Menerima surat permohonan pinjam barang v Surat Permohonan 10 Menit Diterimanya surat permchonan
T pinjam barang
3 |Mempertimbangkan dan meneruskan surat Surat Permohonan 15 Menit Diteruskannya surat permohonan
permohonan pinjam barang —_— pinjam barang
4 |Menyetujui surat permohonan pinjam barang l Surat Permohonan 1 jam Disetujuinya permohonan pinjam
. barang
5 |Membuat Berita Acara Peminjaman Barang Berita Acara 1 jam Tersedianya berita acara pinjam
i barang
6 |Menandatangani Berita Acara Peminjaman = Berita Acara 10 Menit Ditandatanganinya berita acara
e * pinjam barang
7 |Mencatat identitas peminjam barang dalam - Buku Daftar Peminjam 10 Menit Tercatatnya identitas peminjam
buku daftar peminjam Barang
Identitas peminjam 15 Menit Penyerahan barang

B|Menyerahkan barang




Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan S, 1

ian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan 2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang
Pemerintah _

4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian |

m Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
| No.83 tehun 2022 tentang Kode klasifikasi arsip di lingkungan kementerian dalam negeri

an Aparatur No: Per/21/m.Pan/11/2008 tentang pedoman penyususnan SOP administrasi

Tenggara No, 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Sulawesi Tenggara Nomor : 745 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Peralatan / Pelengkapan

1. Komputer;

2. Meja dan Kursi

3. Buku Administrasi Barang
4, ATK dan lain — lain

Pencatatan dan Pendataan
menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan barar




barang

barang

pada buku inventaris barang

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
Sekdis Kasubag Pengurus Pengurus
Umum Barang Barang Kelengkapan Waktu Output
= Pembantu
| T Illelneﬂls: dan menginventarisir barang Barang / Inventaris barang |2 jam Terperiksanya kondisi barang
| -
r. 2 'llmbuatrﬁnplmlasi kondisi Kondisi barang 2 jam Rekap kondisi barang
Ris ‘=3
3 |Melaporkan rekapitulasi kondisi barang Rekap kondisi barang 1jam Terlaporkannya rekap kondisi
barang
4 |Membuat surat permohonan penghapusan Laporan kondisi barang 20 menit Konsep surat permochonan
|barang i penghapusan
5 | Memaraf surat permohonan penghapusan Konsep surat permohonan |5 menit Draf surat permohonan
|barang penghapusan penghapusan
6 |Menandatangani surat permehonan Draf surat 10 Menit Ditandatangzninya surat
penghapusan Barang J_ permohonan penghapusan permohonan
7 |Mengirim surat permohonan kepada Setda - Surat Permohonan 1jam Terkirimnya surat SOP Surat
Prov. Sultra permohonan Keluar
8 |Menerima surat persetujuan penghapusan Surat penghapusan Diterimanya surat persetujuan
barang Q I penghapusan
9 |Penghapusan barang dalam buku inventaris - Buku daftar inventaris 1 jam Terhapusnya barang




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN




PEMERINTAH PROVINSI SULAWES! TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP : 000.8.3.3/269-DISKETAPANG/ Il /2024

Tgl Pembuatan 20 Februaru 2024

Tgl Revisi -

Tgl Efektif - Februari 2024

Disahkan oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra

4
-

1o Ll I ARISISMANTO
|0\ T SNip! 19680226 199303 1007

\ Pelapdrar Pelak¥ariadn Sistim Peringatan Dini

Nama SOP Kerawanan-Pangafian Gizi (SKPG)

{Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

2. Persturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rericana
Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Sistim Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan SOP Kegiatan
SKPD

Keterkaitan :

Pera!atan!f’erlen[;kapan :

1. SOP Sistim Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)

1. Juknis

2. Laptop yang dilengkapi dengan Aplikasi

3. Komputer

4. Printer

5. Data dan informasi capaian kinerja Sistim Peringatan Dini
Kerawarian Pangan dan Gizi (SKPG)

6. Laporan keuangan

atan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP Pelaksanaan Kegiatan Sistim Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)
|sebagai dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kinerja Sistim Paringatan Dini

Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG). Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
ini tidek akan berjalan dengan lancar

Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja
Sistim Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizl (SKPG)




Jika ada perubshan dikembalikan ke sub
jlka tidak dilarjutkan ke Kepala Dinas untuk di




NTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
~ DINAS KETAHANAN PANGAN

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana :
1. Menmiliki kewenangan dalam penyusunan SOP Kegiatan
SKPD

Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang
araan Sistiin Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
n Daerah Prov. Sultra Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran
tan Belanja Daerah Prov. Sultra TA, 2024
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 100.3.3.1/1415 Tahun 2024
injukan Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
K p Prov. Sultra Tahun 2023

Peralatan/Perlengkapan :
anan Kerawanan Pangan 1. Juknis
2. Laptop yang dilengkapi dengan Aplikasi
3. Kornputer
4, Printer
5. Data dan informasi capaian kinerja Ketersediaan & Kerawanan Pangan
6. Laporan keuangan_
Pencatatan dan Pendataan :
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan sebagai dokumen Data Desa dalam Penanganan Kerawanan Pangan
dan pertanggungjawaban atas kinerja Bidang Ketersedian dan

gan. Apabila tidak dilaksanakan sesual SOP, maka proses pelaksanaan
 dengan lancar




fungsional Mengoreksi, memberi paraf jika ada perubahan
tidak dilanjutkan ke kepala bidang untuk di Surat Perintah Tugas

ni Surat Perintah Tugas Surat Perintah Tugas

Surat Perintah Tugas

Surat Perintah Tugas

Dokumen Penarima
Bantuan

ada kelompok penerima bantuan penanganan kerawanan DIPA/POK/Dokumen
Penerima Bantuan

Dokumen Penarima:
Bantuan

Bantuan Kemasyarakat




INomor sopP : 000.8.3.3/267-DISKETAPANGY Il /2024
Tigl Pembuatan 20 Februari 2024
Tl Revisi

L) :"ﬂ | Tgl Efektif . Februari 2024
\% #,g Disahkan oleh . Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra

A

L4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ARI SISMANT!

DINAS KETAHANAN PANGAN
Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan SOP Kegiatan
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana SKPD
Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024
3, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomaor 16 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Sistim Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
|Keterkaitan : Psralatan/Perlengkapan :
1. SOP Ketersediaan Pangan 1. Juknis
2. Laptop yang dilengkapi dengan Aplikasi
3. Komputer
4. Printer

5. Data dan informasi capaian kinzrja Ketersediaan & Kerawanan Pangan
6. Laporan keuangan

[Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
SOP Pelaksanaan Kegiatan Ketersedianan Pangan sebagai dokumen pelaksanaan Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja
dan pertanggungjawaban atas kinerja Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan.

bila tidak dilaksanakan sesuai SOP, mzka proses pelaksanaan kegiatan ini
tidak akar berjalan dengan lancar







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP

Tgl Pembuatan
TglRevisi = N
Tgl Efektif Februari2024
Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Su
1*(5 (&, B
TN n k0226 1
Pelaporan: y4an Peta Ketahanan dan
N KMS\M) =

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelzksana :

{1. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

{2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana
Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang

~ Penyelenggaraan Sistim Peringatan Dini Kerawanan Pangzn dan Gizi

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan SOP Kegiatan
SKPD

‘eterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelaporan Pelaksanaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

1. Juknis

2. Laptop yang dilengkapi dengan Aplikasi

3. Komputer

4. Printer

5. Data dan informasli capaian kinerja Penyusunan Peta FSVA
6. Laporan keuangan

{Peringatzn :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
{sebagai ¢okumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kinerja Penyusunan Peta

FSVA. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaksanaan kegiztan
lini tidak akan berjalan dengan lancar

Indikator kiner a, target, realisasi dan persentase capaian kinerja
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA




SUSENAS, SAE, kabupaten |
dalam angka dan Sultra
dalam an‘s__,ka__[&PS)

ntahkan staf untuk melakukan
ngan/FSVA ke Instansi terkait

Data dari instasi terkait,
SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra
dalam angka (BPS)

E ertﬁngsm! untuk ﬁl analisa

Data dari instasi terkait,
SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra
dalam angka (BPS)

al mer data dan menugaskan star untu
dalam software dan menganalisa cata yang telah

Data dari instasi terkait,
SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra
dalam angka (8PS)

i input ke Sub Koordinator/jabatan Fingsional

Data dari instasi terkait,
SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra
dalam angka (BPS)

al menyerahkan laporan hasil analisis Penyusunan
 Pangan/FSVA Sulawesi Tenggara ke Kepala Bidang

Data dari instasi terkait,
SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra

Tka

Jika ada perubahan dikembalikan ke Sub
jh tidak dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk di

dalam aag_gka (BPS)
Data dari instasi terkait,

SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra
dalam angka (BPS)

 hasil arialisis Penyusunan Peta Ketahanan dan
asi Tenggara dan diserahkan ke Kepala Bidang

Data dari instasi terkait,
SUSENAS, SAE, kabupaten
dalam angka dan Sultra

dalam angka (BPS)




dalam angka dan
dalam angka (BPS)

Laporan Hasil




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN




Tgl. Pembuatan :
. Revisl
. Efektif :
Disahkan oleh g

Nama SOP :
Pelaksanaan Kegiatan Pasar n &)
Kualifikasl Pelasanaan : T TERO

Indonesia Nomor 5360);

Tahun 2014 tentzng Pmerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Republik indon2sia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

or 17 Tahun 2015 tentang Ketahaan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

nor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber

an Nasional Nomer 15 Tahun 2022 tenteng Stabilisasi Pasoken dan Harga Beras, Jagung dan Kedelal di

Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
n Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah

1. Memahami Mekanisme Kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah

Peralatan/Perlengkapan

1 Petunjuk Pelaksanaan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah

2 Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah
3 Laptop yang dilengkapi dengan microsoft office

4 Komputer

Pencatatan dan Pendataan :

ar Murah/Gerakan Pangan Murah Terlambat Dilaksanakan, Maka Laporan Paser Murah/Gerakan Pangan




Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur Kepala Kepala Pejabat Pejabat Persyaratan Waktu L Output
: Dinas Bidang Fungsional | Pelaksana
IMemberi perintah kepada Kepala bidang untuk membuat rincian kegiatan DPA dan SPK 1 hari ngetahui tingkat keberhas :
pasar Murah/Gerakan Pangan Murah kegiatan sesuai dengan Indikator
ditetapkan
2. [Memberi perintah kepada Pejabat Fungsional yang menangani Distribusif | " |konsep, Surat Koardinasi, | 1hari [Juklak, TOR dan Surat
Pangan untuk membuat petunjuk pelaksanaan, TOR Pasar Murah/Gerakan Juklak, Spesifikasi Biaya
pangan Murah dan surat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan dan TOR
Murah ke Kab/Kota.
3. |[Membuat konsep petunjuk pelaksanaan, TOR Pasar Murah/Gerakan Pangan L 4 Konsep, Surat Koordinasi, 2 hari [Jukliak, TOR dan Surat
murah dan surat Koordinasi Kegiatan pasar murah/gerakan pangan murah ke | II Juklak, Spesifikasi Biaya
Kab/Keota kemudian dilanjutkan ke staf untuk diketik dan TOR
4. |Mengetik petunjuk pelaksanaan, TOR Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah + 2 hari [Juklak, TOR dan Surat
dan swrat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah ke| §i= Konsep, Surat Koordinasi,
Kab/Kota kemudian diserahkan kembali kepada pejabat fungsional Juklak, Spesifikasi Biaya
| dan TOR
5. |Pejabat fungsional memeriksa hasil pengetikan dan mengajukan Ke Kepala Y/ Konsep, Surat Koardinasi, | 1hari [Juklak, TOR dan Surat
Bidang == > Juklak, Spesifikasi Biaya i
T dan TOR ;
‘6. |[Mengoreksi, memberi paraf jika ada perubahan dikembalikan ke pejabat Y / \ Konsep, Surat Koordinasi, 1hari [Juklak, TOR dan Surat
fungsienal jika tidak dilanjutkan ke kepala dinas untuk di tandatangani \/ Juklak, Spesifikasi Biaya
T dan TOR
7. |[Kepala Dinas Menandatangani petunjuk pelaksanaan, TOR Pasar| y Konsep, Surat Koordinasi, 1hari |luklak, TOR dan Surat
Murah/Gerakan Pangan Murah dan surat Koordinasi Kegiatan Pasar </ Juklak, Spesifikasi Biaya
Murah/Gerakan Pangan Murah ke Kab/Kota T dan TOR
8. |kepala bidang menugaskan staf untuk menomor dan memberi stempel surat ' Konsep, Surat Koordinasi, 1hari |Jukiak, TOR dan Surat
Koordinasi Kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah ke Kab/Kota [ Juklak, Spesifikasi Biaya
! dan TOR
S. |Setelah Memberi stempel dan nomor mengembalikan ke kepala bidang " Konsep, Surat Koordinasi, 1hari [Juklak, TOR dan Surat
{: Juklak, Spesifikasi Biaya
dan TOR
m.llepah Bidang memberikan tugas kepada pejabat fungsional untuk E Konsep, Surat Koordinasi, 1hari |Surat ditujukan ke 17 kabupaten/kota se-
memperbanyak surat dan mengirimkan surat ke kab/kota. k= Juklak, Spesifikasi Biaya Provinsi Sulawesi Tenggara
dan TOR
11. | Pejabat fungsional memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan tugas 3 Surat Perintah Kerja Shari  |Surat ditujukan ke 17 kabupaten/kota se-
tersebut Provinsi Sulawesi Tenggara
12. IMelaksanakan kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah ’_'-T T Pelaksanaan Pasar Murah 3 hari |Meningkatkan keterjangkauan dan daya
I [__'I:| pangan pokok dan strategis bagi masyarakat
Tl\buat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan (_‘j Data, Dokumentasi 3 hari |Laporan kegiatan
Murah




DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS KETAHANAN PANGAN Nomor : (00.8.3.3/276-DISKETAPANG/II/2024
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Tgl. Pembuatan : 22 FEBRUARI 2024
m :  Dinas Ketahanan Pangan I_gl. Revisi :
: : Distribusi dan Cadangan Pangan Tgl. Efektif : 22 FEBRUARI 2024
Disahkan oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

»

Nama SOP : \
Pelaksanaan Pemantauan Stabilitas’

' hukum : Kualifikasi Pelaksanaan : XV TENC 7~
1 Undang-Undang Momor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 1. Minimal S1 Pertanian/Sederajat e
Negara Rl Nomor 5360) ; 2. Memahami Mekanisme Pernantauan Stabilitas Harga Pangan Strategis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2014, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Beberapa Kali di Ubah, terakhir dengan Undang-Undang
) Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pamerintah Daerah
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahur 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomeor 227, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5360 ;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Kegiatan dan
Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2013 ;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Biro Lingkup Provinsi Sulawesi

| Tenggara

bm i Peralatan,/Perlengkapan

h- SOP Pelaksanaan Pemantauan Stabilitas Marga Pangan Strategis L lKuesioner[
2. laptop yang dilengkapi dengan microsoft office

3. Komputer

: Pencatatan dan Pendataan :

seleksi SOP Pelaksanaan Pemantauan Stabilitas Harga Pangan Strategis, Maka Laporan Pelaksenaan Pemantauan Stabilitas
Strazegis Terlambat.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kepala Kepala Jabatan Jabatan Persyaratan Waktu Output
Dinas Bidang Fungsional | Pelaksana
1 wMemheri perintah kepada Kepala Bidang untuk membuat rincian Kegiatan DPA Lhari [Dapat mengetahui tersedianya data
pemantauan stabilitas harga pangan strategis di Kabupaten/Kota q_) stabilitas harga pangan strategis di
tingkat kab/kota
L [Memberi perintah kepada Pejabat Fungsional untuk menyiapkan ! Kuesioner Lhari  (Draft Kuesioner
kelengkapan kuesioner untuk pemantauan stabilitas harga pangan strategis T
3 |Mengkonsep kuesioner untuk pengambilan data harga pangan strategis yang y_ Kuesioner Lhari  [Draft Kuesiover
akan dilaksanakan, dilanjutkan ke staf untuk diketik L
& IMengetik kuesioner untuk pengambilan data stabilitas harga pangan strategis y Kuesioner 1 hari  |Draft Kuesioner
dan menyerahkan hasil ketikan ke Pejabat Fungsional lL__
r
3 |Pejabat Fungsional memeriksa hasil pengetikan dan mengajukan Ke Kepala Y //‘\ Kuesioner 1 hari  |Draft Kuesioner
iBidarlg \/— ‘ ]
5 IMengoreksi jika ada perubahan dikembalikan ke Pejabat Fungsional jika tidak v T Kuesioner 1 hari  [Draft Kuesioper
| [dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk di tandatangani dan selanjutnya
|mengonsep surat yang akan dikirim ke Kabupaten/Kota lokasi pengambilan
data ;
!. [Kepala Dinas Menyetujui dan menandatangan surat \\ T Kuesioner 1 hari |Draft Kuesioner
y i
. Kepala Bidang memberikan tugas dan memperbanyak surat kepada Staf 1 Surat 1jam |[Surat
Pelaksana dan mengirimkan surat ke kab/kota. | _lr
u»llepala Bidang memerintahkan kepada staf pelaksana untuk melaksanakan Er Surat L hari |Surat
tugas tersebut :]
L Melaksanakan pengambilan data stabilitas harga pangan strategis di kab/kota Kuesioner 3 hari  [Tersedianya data stabilitas Harga pangan|
. |_‘* strategis di tingkat kab/kota &
I‘H t T ,'l-
| : . .
3 Membuat Laporan Pemantauan stabilitas harga pangan strategis kab/kota (b Laporan 1 minggu :?;“ﬂ:t";::::}‘kxb“““ harga
. ST




tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan

Nomor 5360);

tentang Pmerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kall diubah, terakhir dengan Undang-

' Tahun 2015 tentang Ketahaan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

 Negara Republik Indonesia Nomor 5630);

8 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Cadangan penganPemerintah;

‘Nomor 48 Tahun 2016 lentang Penugasan Kepada Parusaan Umum (PERUM) BULOG

gara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengadaan, Pengeloiaan dan Penyaluran Cadangan
si Sulawesi Tenggara;

Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada|

Pamerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

 Pangan Pemerintah Daerah tahun 2020;

ran Cacangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

a penyaluran cadangan pangan e masyarakat,




Pansm memerintahkan kepada bawahannya
k!is dan membuat SK TIM Perifikasi dan intemnsll
1 pangan Pemerintah

nis dan membuat SK TIM Perifikasi dan intervensi|
pangan Pemerintah

>antuan kepada Kepala Dinas ; i Permohanan
¥ Bantuan
T \ shkan kepada Petugas /Tim Identifikasi melaksanakan Berkas Pemohon
.,_.. kasi melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas | itapors
ay ’
1
""" Tenggara memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk SRRl -
tuan kepada pemohon D i
= | sposisi T:
nerintahkan kepada Kepala Bidang untuk menyalurkan v e e
n kepada pemohon == 5 _?" :f
| =5 i
y —{
. o
4 i
b i l
i =y
j b -Er
L/ %
= 3



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SC
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS KETAHANAN PANGAN Nomor 000.8.3.3/289-DISKETAPANG/I1/2024
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA [Tgl. Pembuatan 23 FEBRUARI 2024
(=g : Dinas Ketahanan Pangan | Tgl. Revis| ! —
M : Kensumsl dan Penganekaragaman Pangan | Tgl. Efektif 23 FEBRUARI 2024 1
Disahkan oleh H Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
il > K
\
o
\,,1’5 199303 1007
Nama SOP : A o
Pelaksanaan Pengambilan Data Konsun#ﬁ‘}ﬂz :_‘1‘2;159?//
b : Kualifikasi Pelaksanaan : —
ing-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tantang Pangan (Lembaran Negara R Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran| | 1. Minimal S1 Pertanian/Sederajat
gara Rl Nomor 5360) ; 2. Memahami Mekanisme Pengambilan Data Kosumsi

-@ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
sbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Beberapa Kali di Ubah, terakhir dengan Undang-Undang
mor 3 Tahun 2015 1entang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nagara Republik indonesla Nomor 5679)
nturan presiden Republik Indonesia Nomor:22 tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan Penganekaragaman Konsumsl Pangan
#asis Sumber Daya Lokal ;
muran Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/0T.140/10/2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsums|
@n Berbasis Sumber Daya Lokal ;
fturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
mharan Negara Rl Nomor 5360 ;
Buran Menteri Pertanian Nomor 01/Parmentan/OT.140/1/2013 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Kegiatan dan
Wgung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsl Tahun Anggaran 2013 ;
furan Gubernur Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
4l Sulawesi Tenggara.

Miusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2022 tantang Penunjukan Eendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
fgsluaran, dan Bendahara Pengeluarzn Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Biro Lingkup Provinsi Sulawesi

"ggara
%an: Peralatan/Perlengkapan
."i!..m Pengambilan Data Konsumsl 1. Laptop yang dilengkapi dengan microsoft office
2. Komputer

S

~ 1
E‘ Pencatatan dan Pendataan :

“4 seleks| SOP Pelaksanaan Pengambilan Data Konsumsi, Maka Laporan Pelaksanaan Pengambilan Dzta Konsumsi Terlambat.

e






untuk pengambilan data konsumsi yang akan

kepala dinas untuk di tandatangani dan selanjutnya
yang akan dikirim ke Kabupaten/Kota lokasi pengambilan

tugas dan memperhanyak surat kepada Pejaba
surat ke kab/kota.




DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
""" DINAS KETAHANAN PANGAN Nomor :  000.8.3.3/288-DISKETAPANG/I1/2024
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ;l’g! Pembuatan : 23 FEBRUARI 2024
: Dinas Ketahanan Pengan Tgl. Revis! ]
:  Konsumsl dan Penganekaragaman Pangan Tgl. Efektif : 22 FEBRUARI 2024
Disahkan cleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

Nama SOP : v,
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
m: Kualifikasl Pelaksanaan : N /4
e

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 1. Minimal 51 Pertanian/Sederajat =

Negara Rl Nomor £360) ; 2. Memanami Mekanisme Kegiatan Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Wilyah
uUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Beberapa Kali di Ubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679]
Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor:22 tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal ;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/0T.140/10/2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi|
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara 31 Nomor 5360 ;

Peraturan Menter: Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pelmpahan Kepada Gubernur Dalam Kegiatan dan
Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 20132 ;

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pengan Berbasis Sumber Daya
Lokal Sulawesi Tenggara.
Keputusan Guberrur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluzran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Biro Lingkup Provinsi Sulawesi

Tenggara
B Peralatan, Perlengkapan
SOP Pelaksanaan Felatihan Analisis Konsums! Pangan Wilayah 1. Laptop yang dilengkapi dengan microsoft office
2. Komputer

e

&” Pencatatan dan Pendataan :
Apabila seleksi SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Analisis Konsumsi Pangan Wilayah, Maka Laporan Pelaksanaan kegiatan
Pelatihan Analisis Xonsumsi Pangan Wilayah Terlambat,




Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Kepala Kepala Jabatan Jabatan Persyaratan Waktu Output
Dinas Bidang Fungsional | Pelaksana :
seri perintah kepada Kepala bidang untuk membuat rincian kegiatan kab/kota| PEDUM lhari |Dapat meningkatkan pengetahuan,
Kegiatan Pelatihan Analisis Konsumsi Pangan Wilayah Q— DIPA/POK keahlian dan keterampilan AnallslsJ
—_— Konsumsi Pangan Wilayan
-t perintah Kepada Pejabat Fungsional untuk menyiapkan kelengkapan Konsep TOR, SPK| 1hari [TOR, SK kegiatan dan Surat
untuk pelaksanaan Pelatihan Analisis Konsumsi Pangan Wilayah Kab/Kota. kegiatan dan Surat
surat untuk Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pelatihan Analisis| . . Konsep TOR, SPK| 3hari |TOR.SK kegintan dan Surnt
Pangan Wilayah, SK Kegiatan , serta TOR kegiatan yang akan dilaksanakan, | I kegiatan dan Surat
n ke staf untuk diketik
surat untuk Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pelatihan Analisis Konsumsi Kensep TOR, SPK| 2hari |TOR, Surat, SK Spesifikasi biaya
Wilayah, SK Kegiatan , serta TOR kegiatan yang akan dilaksanakan E!:] kegiatan dan Surat
_ hasil ketikan ke Jabatan Fungsional 1
|izbatan Fungsional memeriksa hasil pengetikan dan mengajukan Ke Kepala Bidang ¥ /\ Kensep TOR, SPK| 1hari |TOR, SK kegiatan dan Surat
/ kegiatan dan Surat
IMengoreksi, memberi paraf jika ada perubahan dikembalikan ke pejabat Fungsional Y /\ T Kensep TOR, SPK| 1hari |TOR,SK kegiatan dan Surat
jika tidak dilanjutkan ke kepala dinas untuk di tandatangani \ kegiatan dan Surat
Dinas Menandatangani surat /N T Konsep TOR, SPK| 1hari |TOR, Surat, SK Spesifikasi biaya i
{ J/ kegiatan dan Surat
¥
- bidang menugaskan staf untuk menomor dan memberi stempel TOR, 5K dan SPK kegiatan dan Surat 1hari |TOR, SK kegiatan dan Surat
Kegiatan E_I
i Memberi stempe! dan nomor mengembalikan ke kepala bidang dan ¥ SPK kegiatan dan Surat 1hari |SK kegiatan dan Surat
mengonsep surat yang akan dikirim ke Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan { |
Analisis Konsumsi Pangan Wilayah
4 la Bidang megoreksi surat dan selanjutnya memberikan tugas dan r_l TOR dan Surat 1ljam |TOR dan Surat
memperbanyak surat kepada Pejabat Fungsional dan mengirimkan surat ke |__[
A 4 i
1 . TOR dan Surat 1hari |TOR dan Surat
Fungsional memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan tugas tersebut | I
e menunggu hasil konfirmasi dari surat yang dikirim ke Kabupaten/Kota untuk Peserta Bimtek 1 minggu |Penentuan tempat Bimtek
mengikuti Pelatihan Analisis Konsumsi Pangan Wilayah kab/kota untuk dilaporkan I:

}
!
L







DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS KETAHANAN PANGAN [Nomor : _000.8.3.3/287-DISKET; AP&NQ’I!{@
P:MERINTAH PROVIN5I SULAWESI TENGG/.RA | Tgl. Pembuatan : 23 FEBRUARI 2024
: Dinas Ketahanan Pangan Tgl. Revisi >
: Xonsumsi dan Pengaekaragaman Pangan Tgl. Efektif : 23 FEBRUARI 2024 _
Disahkan oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

-

Nama SOP ; \

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Komi;im

—_—

Kualifikasi Pelaksanaan : i TERG ~

_ Uadang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 t2ntang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
{embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

* indang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
iambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah b2berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

| Besturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahaan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

' Nomor 60, Tambahzn Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5680);
featuran Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganc karagaman Konsum:i Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal;
m Gubernur Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
k3l Sulawesi Tenggzara;

eputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada

i $tan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pamerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

lwmﬂaﬂ Edukasi Konsumsi “angan Lokal Berbasis B2SA
Serangka Acuan Kerja (KAK) tentang Edulasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA

1. Memahami Mekanisme Kegiztan Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA

Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B25A

Peralatan/Ferlengkapan
1 Petunju'c Pelaksanaan Edukas| Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA
2 Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA
3 Laptop yang dilengkapi dengan microsoft office
4 Komputer

Pencatatan dan Pendataan :

s seleksi SOF Edukasi Konsumsi “angan Lokal Berbasis B2SA Terlambat Dilaksanakan, Maka Laporan Edukasi Konsumsi
{ "8 Lokal Berbasis B2SA Terlambat.

o

i

S




R - —
\ =]} )
| - L
" Pelaksana T
Uraian Prosedur Kepala Kepala Pejabat Pejabat Persyaratan Waktu
__all Dinas Bidang Fungsional | Pelaksana
‘kepada Kepala bidang untuk membuat rincian kegiatan DPA dan SPK 1 hari
Pangan Lokal Berbasis B25A ()
perintah kepada Pejabat Fungsional yang menangani 15 Konsep, Surat usulan, 1 hari
: Konsumsi Pangan untuk membuat petunjuk Juklak, Spesifikasi Biaya
TOR edukasi konsumsi pangan lokal berbasis B25A dan surat dan TOR
Kegiatan Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B25A ke -
konsep petunjuk pelaksanaan, TOR edukasi konsumsi pangan lokal v Konsep, Surat usulan, 2 hari |Juklak, TOR dan Surat
s B2SA dan surat usulan CPCL Kegiatan Edukasi Konsumsi Pangan Lokal __1| Juklak, Spesifikasi Biaya ]
s B2SA ke Kab/Kota kemudian dilanjutkan ke staf untuk diketik dan TOR
petunjuk pelaksaraan, TOR edukasi konsumsi pangan lokal berbasis L . Konsep, Surat usulan, 2hari  [luklak, TOR dan Surat
. surat usulan CPCL Kegiatan Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis _Ir_' I Juklak, Spesifikasi Biaya
SA ke Kab/Kota kemudian diserahkan kembali kepada pejabat fungsional dan TOR — =P
ftlwlonal memeriksa hasil pengetikan dan mengajukan Ke Kegala Y./ Konsep, Surat usulan, 1hari |luklak, TOR dan Surat T a—
$ > Juklak, Spesifikasi Biaya
T dan TOR
memberi paraf jika ada perubahan dikembaiikan ke pejabat Y / \ Konsep, Surat usulan, 1hari |Juklak, TOR dan Surat
| jika tidak dilanjutkan ke kepala dinas untuk di tandatangani \/ Juklak, Spesifikasi Biaya
. T dan TOR
Dinas Menandatangani petunjuk pelaksanaan, TOR edukasi konsumsi| y Konsep, Surat usulan, 1 hari |Juklak, TOR dan Surat
lokal berbasis B25A dan surat usulan CPCL Kegiatan Edukasi Konsumsl </ Juklak, Spesifikasi Biaya
Lokal Berbasis B25A ke Kab/Kota 1) dan TOR
bidang menugaskan staf untuk menomor dan memberi stempel surat v Konsep, Surat usulan, 1hari |luklak, TOR dan Surat
CPCL Kegiatan Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA ke | } Juklak, Spesifikasi Biaya -
e dan TOR
Memberi stempel dan nomor mengembalikan ke kepala bidang L 4 Konsep, Surat usulan, 1hari [Jukiak, TOR dan Surat
' -}_ | Juklak, Spesifikasi Biaya
dan TOR
- Bidang memberikan tugas kepada pejabat fungsional untuk ¢ Konsep, Surat usulan, Lhari [Surat ditujukan ke 17 kabupaten/ko
surat dan mengirimkan surat ke kab/kota. [ F Juklak, Spesifikas! Biaya Provinsi Sulawesi Tenggara
dan TOR
fungsional memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan tugas L 2 Surat keputusan 3 hari - [suratditujukan ke 17 kabupaten,
] Ej 4 hari  |Provinsl Sulawesi Tenggara
kegiatan edukasi konsumsi pangan lokal berbasls B2SA L Materi B25A 1hari [Meningkatnya pemahaman
] I:::I tingkat dasar tentang pola
Data, Dokumentasl Zharl [Laporan Kegiatan
an hasil pelaksanaan kegiatan Edukasl Konsumsi Pangan Lokal (b







' PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

|Nomor 50P
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh :

ooo.s.a.azzss-msmm'msmm;;
26 FEBRAURI 2024 T '

26 FEBRAURI 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Nama SOP : ‘?% &l
Sosialisasi Promosi Kearnanan Pangan S SI TEX

—

g-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang
g-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
turan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan
 Pangan dan Gizi
PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Fangan
- PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Perpres Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertaniar.

Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
WJ&sa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;.

l'll:pm Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

3Mn Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Wn Pertanian

Kualifikasi Pelaksanaan

.8 Minimal S1/ Sederajat

2, Memahami Mekanisme Kegiatan Promosi Keamanan Pangan Segar
Pangan Segar

3. Menguasai Komputer




Gedung pertemu ar
ATK, spanduk dan poster

Alat Dokumentasi
7. Materisosialisasi Promosi Keaman.
8. Sound sistem |

Pecatatan dan Pendataan :

romosi Keamanan Pangan Segar Terlambat
, maka pelaksanaan kegiatan Promosi Keamanan

1. Nama Sekolah
2. Nama Kepala Sekolah

3 Daftar Hadir




Pelaksana |  MutuBaku
Kepala Jabatan Jabatan :
Repia Dines Bidang Fungsional | Pelaksana i il Waktu
3 4 5 3 7 8 i
perhtah kepada kepala bidang PEDUM DPA 1) tetseienggaram ogiatan
promosi kemnmpwm %_
segar tingkat sekolah; 2) | K
terwujudnya senerasl.selm. ehat, |
aktif dan produktif dengan ?_
1 hari selalu mengkonsumsi bahan '
pangan yang sehat tﬁmam
serta tidak membahayakan
kesehatan baik jangka penﬂek :
maupun jangka panlilﬂs- .':
wbuat surat undangan pertemuan dan L el terdistribusinya surat undangan
©kan kepada kasubid menyiapkan KAK, MiEHEES 1 hari |kegiatan promosi keam.’maa
lokasi pertemuan pErtemuan pangan segar _
can KAK, SPJ dan berkoordinasi dengan KAK kegiatan dan tersedianya :
k sekolah yang menjadi tempat sosialisasi v KAK (Kerangka | . ltempat pertemuan lengkap
REEr i Piingan Segar. <> Acuan Kerja) dengan fasilitasnya.
. KAK dan surat undangan promosi | KAK dan surat undangan y
n Pangan Segar dan % Konsep KAK dan Lhari |telah diketik
busikannya. surat undangan
berikan perintah kepada kepala bidang PEDUM DPA 1hari [Promosi Keamanan _ 'j
membuat rincian perjalanan dinas dalam Segar Tingkat Sekolah
Promosi Keamanan pangan segar di j
an perintah kepada kasubid untuk Lokasi 1 hari |Lokasi Promosi
 lokasi Promosi Keamanan pangan Pematauan, pangan segar
Monitoring

/kota dan segera membuat SPT




yuat konsep lokasi promosi keamanan v Nama Staf dan
segar di kab/kota dan staf yang akan Lokasi
e Pematauan,
: Monitoring
\getik SPT yang telah dikonsep Konsep SPT ¥
Memeriksa hasil ketikan untuk dikoreksi dan Surat Perintah Surat Perintah Tugas B
|meny ajukan ke kepala Bidang Tugas 3 i.:_
10{Mengo reksi, menyetujui, memberi paraf dan ) Surat Perintah Surat Perintah Tugas yang telah| ‘Qi;
Imelanjutkan ke Kepazla Dinas untuk ditandatangi Tugas diparaf -
11 |Menandatangani Surat Perintah Tugas Surat Perintah Surat Perintah Tugas yang telah B
Tugas ditandatangani
12 |Mengembalikan kepada Kasubid agar dilanjutkan | Surat Perintah 1hari [Surat Perintah Tugas yang telah ik
kepada staf untuk menomor dan mencap SPT Tugas yang telah ditandatangani
yang telah ditandatangi oleh Kepala Dinas ditandatangani :
B[Memerintahkan kepada staf untuk menomor dan l Surat Perintah 1 hari |Surat Perintah Tugas yang telah =z
mencap SPT yang telah ditandatangi oleh Kepala Tugas yang telah ditandatangani 3
Dinas ditandatangani
14|Memberi nomor dan mencap SPT Surat Perintah 1hari |SPTyang telah ditandatangani, |
Tugas yang telah dinomor dan dicap stempel &
15|Mengembalikan kepada Kabid SPT yang telah N SPT 1 hari SPT . %
diberi nomor dan cap stempel g
16|Memerintahkan untuk melaksanakan perjalanan 2 SPT 1 hari SPT o
__|dinas sesuai SPT
17|Melaksanakan Perjalan Dinas berdasarkan Surat If:I j SPT 1-3 hari |Data/Informasi Hasil Kegiatan B
Perintah Tugas (SPT) Promosi Keamanan Pangan 3
18|Pelaksanaan Sosialisasi Promosi Keamanan % Konsep KAKdan| 1 hari |Laporan perjalanan dinas =3
Pangan Segar O surat Undangan &
BIMelaporkan Hasil Laporan Perjalanan Dinas Laporan 2 hari  |Laporan perjalanan dinas i
; perjalanan dinas =
A|Menerima Laporan Hasil Perjalanan Dinas Data / Laporan | 1hari [Arsip pelaporan e
2 : "_{Lﬁ_
Lo

b
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' Disahkan oleh : AT |
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b *(g
h %"’Es 7 5,/
- PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NG, quiglab
~ DINAS KETAHANAN PANGAN Nama SOP : w57
e P2ngawasan Keamanan Pangan
- Kualifikasi Pelaksanaan Wi iarn
vor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1. Minimal $1/ Sederajat : ey
912 tahun 2012 tentang 2 Memahami Mekanisme Keglatan Pengawasan Kear
~:. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pangan Segar ==
| |
n Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketzhanan 3 Menguasai Komputer "
004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan s I
1999 tentang Label dan Iklan Pangan s
shun 2015 tentang Kementerian Pertanian. o
an 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ~H3
eberapa kali diubah cerakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;. SRR
= 3
hur 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. s
B - -
ahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja W=
{ s
. L | \.'
= my;
'L'. L:Izl
1.‘ = u
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Jenis Pangan segar y
Lokasi Pengawasan




Pelaksana Mutu Baku
o Uraian Prosedur Jabatan | Jabatan Ket
K
epala Dinas Kepala Bidang Fanasiond], | Peliiesta Persyaratan Waktu output
it 2 3 7 5 6 7 8 g 10
|Memberikan perintah kepada kepala bidang untuk PEDUM DIPA/POK | 1 hari |Pengawasan Pangan

buat rincian perjalanan dinas dalam rangka
pengawasan Keamanan pangan segar di kab/kota

Segar

Memberikan perintah kepada kasubid untuk

Lokasi 1 hari |Lokasi Pengawasa
menentukan lokasi pengawasan Keamanan pangan Pematauan, keamanan pangan segar
segar di kab/kota dan segera membuat SPT Monitoring

- |Membuat konsep lokasi pengawasan Keamanan \/ Nama Staf dan 1 hari [Nama Staf dan Lokasi
|pangan segar di kab/kota dan staf yang akan O Lokasi Pematauan, Pangawasan
dltugaskan Monitoring
& [Mengetik SPT yang telah dikonsep ] Konsep SPT Konsep SPT yang telah
diketik
Memeriksa hasil ketikan untuk dikoreksi dan Surat Perintah Surat Perintah Tugas
mengajukan ke kepala Bidang Tugas
Mengoreksi, menyetujui, memberi paraf dan P Surat Perintah Surat Perintah Tugas yang
melanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangi O Tugas telah diparaf
Menandatangani Surat Perintah Tugas E :_l:;t:ermtah Surat Perintah Tugas yang
telah ditandatangani
A\ Surat Perintah 1 hari [Surat Perintah Tugas yang

Mengembalikan kepada Kasubid agar dilanjutkan
kepada staf untuk menomor dan mencap SPT yang

L_ltelah ditandatangi oleh Kepala Dinas

Tugas yang telah
ditandatangani

telah ditandatangani




LI (- RS =
" 5 -] TN _'r.ﬁl
5 6 : 7 8
- Surat Perintah 1hari [Surat Pe
|[ ! Tugas yang telah telah dita
ditandatangani
j Surat Perintah 1hari [SPT yang telah
Tugas yang telah ditandatangani, dinomor
ditandatangani dan dicap stempel )
SPT 1 hari SPT
SPT 1 hari SPT
SPT 3 -4 hari Elataf_!nfonnasi'ﬂ.a‘si
pengawasan
2hari |Laporanperjalanandinas [
Laporan
perjalanan dinas
Data 1 hari [Arsip pelaporan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP : 000.8.3.3/292-DISKETAPANG/11/2024

s |.|i|‘-

Tanggal Pembuatan

: 26 FEBRUARI 2024 -

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 26 FEBRUARI 2024

Disalkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan
A
([ %[5 (% | SISMANTO
\ \ugmssozza 199303 1007
Nama SOP : \\"‘

Pelaksanaan Pertemuan Jejaring Keamaﬁan EM
L

Kualifikasi Pelaksanaan

‘Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
=lﬁw\g-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsuimen
Mmg—Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
ﬁﬂumor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

%ﬂamor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
or 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
h Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

’fm Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

lm Nomor 24 tahun 2010 junto Perpres Nomor 92 tahun 2011 tentang kedudukan,
m dan Fungsi Kementerian N2gara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
% | Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Lm Nomor 92 tahun 2011;

mn Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri
' Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat can Tatacara

man Pargan Segar Asal Tumbuhan
) 'Nomor 20/Permentan/0T.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan

an Nomor 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
2rian Pertanian

1. Minimal S1/ Sederajat
7. Memahami Mzkanisme Kegiatan Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah

3. Menguasai Kemputer




r

g
I

—

r hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

12. |Permentan Nomor 65/Permentan/0T.140/12/2010 tentang Standar pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

13. |Permentan Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan
Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

14. |Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawasan Keamanan Pangan
Asal Tumbuhan

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah

1 Gedung Pertemuan dan Sarana/Prasarana
2. Laptop dan Printer

3 ATK dan Spanduk

4, Alat Dokumentasi

Peringatan :

Pecatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah
Terlambat dilaksanakan , maka pelaksanaan kegiatan Penanganan
Keamanan Pangan Segar akan terlambat pula




|

. |Laporan Hasil Pelaksanaan Pertemuan Jejaring

Keamanan Pangan Daerah

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Jabatan Jabatan Ket
Kepala Dinas Kepala Bidang < i | Peiaksane Persyaratan Waldtu output
2 3 4 5 6 7 8 El 10
. |Memberikan perintah kepada kepala bidang PEDUM DPA 1 hari Terselenggaranya Kegiatan
untuk melaksanakan Pertemuan Jejaring pertemuan Jejaring Keamanan
Keamanan Pangan Daerah Pangan dan Memperkuat
Komitmen dalam menindak
lanjuti penanganan Keamanan
Pangan
. |Kabid memberi perintah kepada pejabat 4 Konsep KAK, SK 1 hari KAK, SK dan Surat Perintah Kerja
fungsional untuk menyiapkan kelengkapan surat O dan Surat Perintah (SPK)
untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan jejaring Kerja (SPK)
keamanan pangan
. [Menyiapkan KAK, SK, SPJ dan Berkoordinasi v Konsep KAK, SK 1 hari SK kegiatan dan Tersedianya
dengan plhak hotel yang menjadi tempat O dan Surat Perintah tempat pertemuan Iengkap
pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kerja (SPK) dengan fasilitasnya
. |Mengetik KAK, SK, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Konsep SK, SPK 1 hari SK, SPK dan Surat Undangan
Surat Undangan Pertemuan Jejaring Keamanan dan Surat yang telah diketik
Pangan Daerah dan Mendistibusikannya Undangan
. |Pelaksanaan Pertemuan Jejaring Keamanan ) SK, KAK dan 1 hari Terlaksananya Pertemuan
Pangan Segar Daerah I le Surat Perintah Jejaring Keamanan Paangan
Kerja (SPK) Daerah
Laporan 1 hari Arsip pelaporan




..1’!1

Disahkan ol = i
» f'__"‘\‘kl *'ﬁ‘ﬂ"' _
f o2 'g ! v Hl“-u = H
~ PEMERINTAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA \“ 1m_h_ o
u:'_’ H DINAS KETAHANAN PANGAN Nama SOP : 9 434»5 ,9’ -
ISedi ] ) Kegiatan Pertemuan Kelembagaan Kea il
m: Kualifikasi Pelaksanaan = 4}
g-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 1 Minimal S1/ Sederajat =
da ' g Nomor 8 tahun 1999 tentang Parlindungan Konsumen 2. Memahami Mekanisme Kegiatan Pertemuan Kelembagaan Keamanan Pangar
-4 necar g Nomor 13 Tanun 2010 tentang Hortikultura Pangan
: .ﬁlltahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 3, Menguasai Komputer
or 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
24 tahun 201C junto Perpres Nomor 92 tahun 2011 tentang kedudukan,
ﬂﬂﬂor?o&ﬂ'ermentanﬁl’ 340/8/2009 tentang Perubahan Peraturan
ﬂnmor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu
n Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja i
entan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2310 tentang Stancar pelayanan Minimal i
y Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan -
meﬂ Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang i
Peralatan/ Perlengkapan : BT
ieglatan Pertemuan Kelembagaan Keamanan Pangan 1. Gedung Pertemuan dan Sarana/Prasarana O
:h-'* 2. Laptop dan Printer 1
. 3. ATK dan Spanduk g }
4. Alat Dokumentasi 2 el
s Pecatatan dan Pendataan : e 1 |

sao Kegiatan Pertemuan Kelembagaan Keamanan Pangan
' , maka pelaksanaan kegiatan Pertemuan KKelembagaan

angan akan terlambat pula

Ry
S




==

Kelembagaab Keamanan Pangan Kab/Kota

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Jabatan | Jabat Ket
Kepala Dinas Kepala Bidang Fu i Pehlls::a Persyaratan Waktu output
1 g 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |[Memberikan perintah kepada kepala bidang PEDUM 1 hari |1)Terwujudnya Mekanisme
untuk melaksanakan Pertemuan Kelembagaan DIPA/POK Pelaksanaan kegiatan
Keamanan Pangan Kab/Kota kelembagaan keamanan pangan
sesuai dengan kebijakan dan
peraturan yang ada dan
terlaksananya kegiatan
kelembagaan keamanan pangan
segar pada kab/kota;
2)Terlaksananya sistim
penanganan dan pengawasan
keamanan pangan segar
didaerah.

2. |Kabid memberi perintah kepada pejabat \\ Konsep KAK, SK 1 hari | KAK, SK dan Surat Perintah Kerja
fungsional untuk menyiapkan kelengkapan surat </ dan Surat (SPK)
untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan jejaring Perintah Kerja
keamanan pangan (SPK)

3. |Menyiapkan KAK, SK, 5PJ dan menyiapkan V" KAK, SK dan 1hari  [SK kegiatan dan Tersedianya
ruangan yang menjadi tempat pertemuan p. Sur?t Perintah tempat pertemuan lengkap
Kelembagaan Keamanan Pangan kab/kota Kerja (SPK) dengan fasilitasnya

4. |Mengetik KAK, SK, Surat Perintah Kerja (SPK) dan 'J Konsep 5K, SPK 1hari  [SK, SPK dan Surat Undangan
Surat Undangan Pertemuan Kelembagaan 1 l 33';5”’3‘ yang telah diketik
Keamanan Pangan dan Mendistibusikannya g i

5. |Pelaksanaan Pertemuan Kelembagaan Keamanan SK, KAK dan 1hari [Terlaksananya Pertemuan
Pangan Kab/Kota S o Surat Perintah kelemhag:aan kemanan Pangan

—J Kerja (SPK) kab/Kotai
6. |Laporan Hasil Pelaksanaan Pertemuan Laporan 1 hari Arsip pelaporan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP

000.8.3.3/297-DISKETAPANG/II/2024

Tanggal Pembuatan

26 FEBRUARI 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

26 FEBRUARI 2024

Disahkan oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
\% L JARISISMANTO
\\% %, Nip. 1§689226 199303 1 007
Nama SOP :

Y‘?\W

Pengambilan Sampel Pangan Segar~.. 1L C/

gar hukum :

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

\ Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi

PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
PP Nomor 69 tahun 1999 tenteng Label dan Iklan Pangan
Perpres Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian

Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;.

Perpres Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Permentan Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian

——

Kualifikasi Pelaksaraan

1.
2,

3.

Minimal S1/ Sederajat

Memahami Mekanisme Kegiatan Pengambilan Sampel Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT)
Menguasai Komputer

4 .— :






Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kacea Dines ::jp:r:: Jabatan Fungsional P::::::a Persyaratan | Waktu output o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memberikan perintzh kepada kepala bidang PEDUM DIPA/POK| 1hari |Pengawasan Pangan
untuk membuat rincian perjalanan dinas dalam Segar
rangka pengambilan sampel pangan segar di
kab/kota I—__J,
2. |Memberikan perintah kepada kasubid untuk Lokasi 1hari |Lokasi Pengambilan
menentukan lokasi pengambilan sampel pangan Pengambilan Sampel
segar dan segera membuat SPT Sampel
3. |Membuat konsep lokasi pengambilan sampel dan s Nama Staf dan 1hari |Nama Staf dan Lokasi
staf yang akan ditugaskan untuk pengambilan O Lokasi penambilan pengambilan sampel
sampel sampel
4. |Mengetik SPT yang telah dikonsep Konsep SPT Konsep SPT yang telah
diketik
5. |Memeriksa hasil ketikan untuk dikoreksi dan Surat Perintah Surat Perintah Tugas
mengajukan ke kepala Bidang O Tugas
6. |Mengoreksi, menyetujui, memberi paraf dan )r’ Surat Perintah Surat Perintah Tugas
melanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangi \> Tugas yang telah diparaf
7. |Menandatangani Surat Perintah Tugas Surat Perintah
I i Tugas Surat Perintah Tugas yang
telah ditandatangani
8. W Surat Perintah 1hari |Surat Perintah Tugas yang
Mengembalikan kepada Kasubid agar dilanjutkan Tugas yang telah telah ditandatangani
kepada staf untuk menomor dan mencap SPT U ditandatangani
yang telah ditandatangi oleh Kepala Dinas
9. |Memerintahkan kepada staf untuk menomor dan Surat Perintah 1hari |Surat Perintah Tugas yang
mencap SPT yang telah ditandatangi oleh Kepala IC j Tugas yang telah telah ditandatangani
Badan ditandatangani




10. |Memberi nomor dan mencap SPT Surat Perintah 1hari |SPT yang telah
Tugas yang telah ditandatangani, dinomor
| ditandatangani dan dicap stempel
11. |[Mengembalikan kepada Kabid SPT yang telah I S SPT 1 hari SPT
diberi nomor dan cap stempel <>
12. [Memerintahkan untuk melaksanakan perjalanan SPT 1 hari SPT
dinas sesuai SPT
13. [Melaksanakan Perjalan Dinas berdasarkan Surat Ijﬁ SPT 3 -4 hari [Sampel Pangan segar
Perintah Tugas (SPT) 7
14. |Melaporkan Hasil Laporan Perjalanan Dinas ¥ 2 hari |Laporan perjalanan
0 Laparan dinas
perjalanan dinas
15 |Menerima Laporan Hasil Perjalanan Dinas Data 1hari |Arsip pelaporan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Nomor SOP 000.8.3.3/296-DISKETAPANG/11/2024
Iﬂgal Pembuatan 26 FEBRUARI 2024

| Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 26 FEBRUARI 2024

Disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

|
1 226 199303 1 007

\a

7T

Nama SOP : Am,ﬂh- '9/4

Pengujian Laboratorium Pangan 5_.

hukum : Kualifikasi Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 11 Minimal S1/ Sederajat
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 2. Memahami Mekanisme Pengujian Laboratorium
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1399 tentang Perlindungan Konsumen 3. Menguasai Komputer

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi
PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan

Perpres Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015;.

Perpres Nomor 33 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

. Permentan Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian







Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Uji
laboratorium Pangan Segar

Laboratorium

Pangan Segar

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
Jabatan Jabatan
Kepala Dinas Kepala B
pa pala Bidang Fungsional | Peiiksan Persyaratan Waktu output
2 3 4 5 6 7 8 9
Memberikan perintah kepada kepala bidang PEDUM DIPA/DPA| 1hari |Pengawasan Pangan
untuk melakukan uji pangan segar di Segar
Laboratorium
Berkoordinasi dengan Lembaga Pengujian dan Lembaga 1 hari |Lembaga Pengujian yang
Memberikan perintah kepada kasubid segera Pengujian terakreditasi
memibuat Surat Perintah Kerja (5PK) untuk
pengujian pangan segar
Membuat SPK untuk pengujian sampel pangan v Data Sampel 1 hari |Tersedianya data-data
segar Pangan Segar yang analisis uji
akan diuji lab.
Membuat Laporan Hasil Pengujian Sampel Pangan [ Data-data Hasil 1 hari [Laporan Hasil Uji
Segar Pengujian sampel Laboratorium Pangan
pangan segar Segar
] Laporan Hasll Uji 1 hari |Laporan Hasil Uji
Kasubid berkoordinasi dengan Kabid mengenai Laboratorium Laboratorium Pangan Segar
2 = Pangan Segar
laporan Hasil Pengujian Sampel Pangan Segar
untuk dikoreksi apabila diperlukan
Kabid melaporkan Hasil pelaksanaan Uji Laporan Hasil Uji 1 hari
Laboratorium kepada Kepala Dinas Laboratorium Laporan Hasil Uji
Pangan Segar Laboratorium Pangan Segar
Laporan Hasi U}l 1 hal’i AI'SIp
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1
. Nama SOP: Proses Verifikasi Domh\mm n i Aplikasi OSS-RBA
T e Kualifikasi Pelaksana ]
ang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 1 Dapat mengoperasikan computer = 2
c omor 5360), : 2 Pendidikan minimal D3/S 1dan memahami mekanisme kagi
mm Penetapan Peraturan Pemerintzh Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 . . i
3

li v 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
) Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

erintah Nom -5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinzn Berbasis Risiko;

m Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tenteng Standar Kegiatan Usaha dan Standar
ryele n Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

v Peralstan/Perlengkapan : !
nert 2 j T Meja -
data dan informasi g zursi
¥ i : k
t Masuk dan Surat keluar 3 Pq,,,mw
i 5 ATK i E r
B Pencztatan & Pendataan
it Penerapan Penanganan Produk Yang Baik belum ada, Maka proses Penerbitan [zin Edar PSAT Produksl Data Pemohon ==
: k ¢ - — Tl “_i_-
] .
: ]
: ]
: 1
i
]



Persyaratan Teknis Tingkat
Tinggi

Persyaratan Teknis Tingkat
Risiko Menengah dan
Tinggi

Persyaratan Teknis yang
Telah diverifikasi
seluruhnya




Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGCGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

e Nomor SOP 000.8.3.3/308-DISKE TAPANG/III/2024
A 1 Tanggal Pembuatan
i [ = Tanggal Revisi 04 MARET 2024

i - Tanggal Efektif | 04 MARET 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan / Ketua OKKP-D

Nama SOP: J Penerbitan |zin Edar ieafwgan

“asar Hukum

<AlFimbuhan (PSAT)
Kualifikasi Pelaksana ~

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 227, Tambanan
Lembaran Negara Rl Nomor 5360);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2072
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegistan Usaha dan Stardar
Produk Pada Fenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

s B N

1. Dapat mengoperasikan computer

2. Pendidikan minimal D3/S.1dan memahami mekanismea kegiatan Sertifika
dan Pengawzasan Keamanan Pangan.

3. Verifikalor yang menguasai persyaratan perizinan yang berada di Dinas
Ketahanan Pangan Prov. Sultra dan di Dinas PMPTSP.

Peralatan/Perlengkapan

Anterkaitan
1 SOP Penarbitan SPPB 1. Meja
2  SOP Pencarian data dan informasi 5 Kursi
3. SOP Alur Surat Masuk dan Surat keluar 3. Komputer
4. SOP Pengarsipan 4. Printer
5. ATK
‘ringatan Pericatatan & Pendataan
SOP Penerbitan Sertif kat Penerapan Penanganan Produk Yang Balk belum ada, Maka proses Penerbitan 1zin Edar PSAT Produksi Data Pemohon

_Dalam Negeri (PSAT-PD) tidak dapat dlaksanakan. et =l
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Pelaksana

Pelaku Usaha/
Pemohon

Sistem
OSS-RBA

Verifikator
Dinas
Ketapang

Bid.
Peizinan
PMPTSP

KADIS
PMPTSP

Permohonan dan Pemenuhan
Persyaratan lzin Edar PSAT di
Sistem OSS-RBA

| Mnuilai I

Persyaratan PB UMKU

Notifikasi (permintaan
Verifikasi) dari Sistem
OSS-RBA

Persyaratan PB UMKU

Verifikasi dokumen pemohon,
Jjika lengkap maka akan
disetujui oleh verifikator . Bila
kurang lengkap maka sistem
akan menyampaikan info
tentang kekurangan yang harus

___ dipenuhi oleh pemohon

Persyaratan Teknis Tingkat

Risiko Menengah dan
Tingai

Verifikasi oleh Bidang
Perizinan DPMPTSP, Bila
disetujui maka dilanjutkan

verifikasi olch Kadis PMPTSP,
Kurang lengkap akan ditolak

Disetuj

ui

Verifikasi oleh KADIS
'PMPTSP, Bila disetujui maka
dilanjutkan penerbitan Izin
Edar PSAT-PD, Kurang

Ditolak

d

| lengkap akan ditolak

Penerbitan Izin Edar
PSAT




ges -

. Nomor SOP 000.8.3.3/307-DISKETAPANG/I/2024

I Tanggal Pembuatzn
Tanggal Revisi 04 MARET 2024
Tanggal Efektif 04 MARET 2024

SRS Dl Kepala Dinas Ketahanan Pangan / Ketua OKKP-D

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
-
Nama SOP; Penerbitan Sertifikasi Prit 1_ o= =
 Hukum Kualifikasi Pelaksana
|8 M-Undmu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 1. Dapat mengoperzsikan computer

R Nomor 5360);
1 Pcl‘tm Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor £8/ Permentan/ OT. 140/ 8/ 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi

2. Pendidikan minimal D3/S.1 dan memahami mekanisme kegiatan
Sertifikasi dan Pengawasan Keamanan Pangan.
3. Memiliki kompetensi teknis sesuai keahlian.

Nasional
~ #aitan Peralatan/Perlengkapan
"1 SOP Persayeratan Sertifikasi T 1. Meja
2. SOP Pencarian data dan informasi 2. Kursi
3 SOP Alur Surat Masuk dan Surat keluar 3 ;omt:rmer
4. SOP Pengarsipan i rin
5. ATK
“gatan : Pencatatan & Pendataan
@ SOP Sertifikasi Produk Pangan Segar terlambat dilsksanakan, 'Maka proses Sertifikasi akanTerlambat. Data Pelaku Usaha yang disertifikasi.




r Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Sertifikasi Prima

Pelaksana

==

Mutu Baku
E Ka. UPTD | Ka.Subag Kasi Lab | Auditor/ Komisi a
3 Pelaku Usaha Ketua Tata o ’ 1o | ppc : Persyaratan i
OKKP-D BPMKP Us:ha Sertifikasi Penguji | Inspektor Teknis K(I;;:) Output
Lembar
| Permohonan kepada = . Pecs & sposisi
{3 UPTD BPMKP I < m’“m“‘d’.r I“ : 3 D”KP"‘
| Prov. Sultra OKKPD
Lembar Disposisi
2 Penunjukkan Auditor Ditolak Ketua OIFKPD 1 SPT
(Kadis)
: Audit Kecukupan & /> Hasil Audit
3 Dol e SPT 3 Bl
Disctujui
. | Persyaratan. Adm & 5 Hasil Audit
E i 1550 Persyaratan Teknis Lapang
Y Hasil Audit Dok. Sarmont
5 Pengambilan Sampel Dan Hasil Audit 4 PSAT
1 W}B
6 Uji Laboratorium/ E7:| :
Penilaian Sampel 14 Hasil Uji Lab.
i b Dok. Adm, Hasil
15 Laporan Penilaian l le [ le Dok.Teknis & 2 ""’“’P ‘“.I 9
- Hasil Uji
! Pembahasan hasil Rekomendasi
= e E Hasil Komtek/
8 | penilaian oleh komisi B sz 2 o
k. teknis/Reviewer P IE' ]
G Rckomend.ns_ i Sertifikat
Keputusan Sertifikat > » Komtek/Tinjauan 2 Prima
e . . Pelaku Usaha
| Penyerahan Sertifiket l 'r- Sertifikat | : Tersertifikasi




